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Abstrak 
Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Masyarakat  

di Pondok PesantrenNurul Bayankecamatan Bayan 
kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat. 

 H. Ahmad Jazri 
    015736526 

hahmadjazri@ gmail.com 
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      Pondok Pesantren Nurul Bayan merupakan salah satu lembaga pendidikan 
Islam  yang berada di kecamatan Bayan kabupaten Lombok Utara, dimana sejak 
awal berdirinya telah melaksanakan program pendidikan berbasis masyarakat 
(PBM) dengan sistim asrama.Untuk dapat memenuhi tuntutan nasional dan 
global, selain menyelenggarakan kurikulum pesantren, juga dituntut untuk 
mengikuti kurikulum Diknas. Untuk kepentingan tersebut diperlukan kebijakan 
pemerintah yang tertuang dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 yang mengatur 8 
standar pendidikan.   
       Penelitian ini berjudul: Implementasi Kebijakan Pendidikan berbasis 
Masyarakat di PP Nurul Bayan kecamatan Bayan kabupaten Lombok Utara Nusa 
Tenggara Barat. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengkaji dan menganalisa 
implementasi PBM di PP Nurul Bayan.Pendekatan yang digunakan adalah 
Pendekatan kualitatif dengan metode diskriftif. Pengumpulan data menggunakan 
teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.Informan kunci dalam wawancara 
adalahPimpinan Pondok Pesantren, kepala MTs, Direktur TMI dan sekrtris PP 
Nurul Bayan. 
     Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PBM di PP Nurul Bayan 
telah berjalan sesuai dengan  amanat undang-undang no 20 tahun 2003 pasal 1 
ayat 16, dimana penyelenggaraannya didasarkan pada kekhasan agama, sosial, 
budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, 
oleh, dan untuk masyarakat.  
      Pelaksanaan kurikulum di PP Nurul Bayan telah mengacu pada 
PermendiknasNo 22 Tahun 2006 tentang  standar isi  dan PermendiknasNo 9 
tahun 2005 Pasal 7 tentang Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan 
dasar dan menengah. Sedangkan Sarana-Prasarana dan tenaga pendidik  telah 
sesuai dengan PermendiknasNo 24 Tahun 2007.  
     Kinerja output pendidikan menunjukkan bahwa tingkat kelulusan siswa pada 
jenjang MTs dan Aliyah cukup tinggi  untuk 2 tahun terakhir yaitu pada tahun 
ajaran  2009 – 2010 dan   2010 – 2011. Beberapa fakto-faktor yang mendukung 
implementasi PBM di PP Nurul Bayan adalah faktor disposisi, fragmentation 
pada factor struktur birokrasi, faktor  lingkungan dan faktor  motivasi. 
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ABSTRACT 
Implemetationof education based community Policy 

at Nurul Bayan Islamic Boarding school in district of Bayan 
regency of North Lombok Nusa Tenggara Barat. 

H. Ahmad Jazri 
015736526 

hahmadjazri@ gmail.com 

Key words: Implemetation,Education based community, Pondok Pesantren 

       Nurul Bayan Islamic Boarding school(PP. Nurul Bayan) is one of Islamic 
educational institution situated in districtof Bayan regency of North Lombok,  
since  its  founding had carried out educational programme based on community  
by hostel  system. To carry out national and global needs, thisinstitution beside 
carrying out Pesantren curriculum, it is also expected to follow the rule of national 
education by carrying out national curriculum. For this imfortance it is needed 
governmental policy through standardof national education based on 
governmental rule number 19 of 2005 that  manages eight standards ofeducation. 

The Research title is Implemetation of education based communitypolicyat 
Nurul Bayan Islamic Boardingschool in district of Bayanregency of north 
Lombok. The Research aim is to understand and anlisyzethe implemetation of 
education based community policy at Nurul Bayan Islamic Boarding school. 
The research methodology is qualitative approach with diskriftive method. The 
technic of data collection is observation,questioner technic and documentation. 
The key-informan is leader of Nurul Bayan Islamic Boarding school, chief of 
Tsanawiyah school, Director of TMI and secretary of Nurul Bayan Islamic 
Boarding school.   

The result of research showed that Implemetation of education based 
community policy at Nurul Bayan Islamic boarding school is performed well and 
have referred to the Government rule number 19 of 2005 section 1, verse 26 
where the performance based on religion characteristic, social, culture, aspiration, 
and the potency of community as the realization of education from, for and by 
community. The curriculum implementation at Nurul Bayan Islamic instutation, 
follows the rule of Minister of national education number 22 of 2006, for the 
curriculum standard follows the rule of Minister of national education number 19 
of 2005 about  KTSP (Curriculum of education unit level) for elementary school 
and secondry school. For the infrastructure and academic qualification of teachers 
follows the rule of Minester of national education number 24 of 2007. 

The result of education output shows that students succers reaached out for 
MTS and  Aliyah enough good for 2009 – 2010 and 2010 – 2011 academic year.  
Some factors suggests implemetation of education-based community at Nurul 
Bayan Islamic boarding school is dispositions, fragmentation of birocratic 
structure, inovatian and environment. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoritis  

1. Review terhadap hasil penelitian terkait 

     Kajian ini akan membahas hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya 

dengan rencana penelitian, sebagai bahan perbandingan dan rekomendasi 

peneliti. Fokus kajian ini akan melihat masalah, tujuan dan hasil penelitian. 

Semua ini diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap penulisan tesis ini 

dalam mengkaji dan menganalisa permasalahan penelitian.     

a. Agil, Mahmud (2005), dengan judul Pendidikan Berbasis Masyarakat 

sebagai model Pemberdayaan Sumber Daya Insani (Studi kasus di 

ISITEKS Bantul Yogyakarta, Thesis Universitas Muhammadiyah 

Surakarta). 

          Penelitian ini berlokasi di Isiteks Imogiri, Bantul Daerah Ibukota 

Yogyakarta, bertujuan untuk mendeskripsikan komponen-komponen yang 

harus disiapkan dalam pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat di Isiteks, 

baik yang menyangkut environmental input, raw input maupun instrumental 

input. Menggambarkan tahapan-tahapan proses implementasi manajemen 

pendidikan berbasis masyarakat di Isiteks dalam memberdayakan sumber daya 

insani berupa siklus manajemen yang terdiri dari perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, pembinaan, evaluasi dan pengembangan. 

Mengungkapkan hasil atau dampak pelaksanaan pendidikan berbasis 

masyarakat di Isiteks dalam memberdayakan sumber daya insani berupa aspek 

kognitif, afektif dan psikomotor. 
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     Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan berbasis masyarakat di 

Isiteks dilandasi oleh kondisi environmental input yang kondusif di mana 

pendidikan Nasional tidak mampu memenuhi perkembangan dan kebutuhan 

masyarakat, didukung oleh raw input yang secara kognitif dan afektif telah siap 

karena para santri merupakan ilmuwan. Dan instrumental input, berupa guru 

diperankan oleh KH.Djaka Sasmita, namun lebih banyak direduksi karena 

pendekatan androgogi, kurikulumnya berbasis realitas dan Al Qur’an dan 

pendanaan atau sarana meskipun terbatas, namun dipenuhi sendiri oleh Isiteks. 

Pengelolaan manajemennya mengacu pada siklus perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakkan, pembinaan, evaluasi dan pengembangan 

yang partisipatif dan dialogis sehingga memungkinkan berkembangnya 

kreativitas dan inisiatif.  

     Bagi peneliti Penelitian ini sebagai salah satu sumbangan pemikiran 

akademik berkaitan dengan dampak pelaksanaan pendidikan berbasis 

masyarakat di Isiteks dalam memberdayakan sumber daya insani, Penelitian ini 

mejelaskan beberapa komponen yang dipersiapkan dalam pendidikan berbasis 

masyarakat berupa aspek kognitif, afektif dan psikomotor, di mana pendidikan 

Nasional tidak mampu memenuhi perkembangan dan kebutuhan masyarakat. 

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mendiskripsikan dan 

menganalisa pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat di Pondok Pesantren 

Nurul Bayan.  

          Oleh sebab itu penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut dan sesuai dengan 

rencana peneliti yaitu implementasi kebijakan pada pendidikan berbasis 
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masyarakat dikaitkan dengan Pelaksanaan standar nasional pendidikan yang 

akan dijelaskan secara mendalam.   

b. Harahap, Susilawati (2009), dengan judul Pengaruh Standar Nasional 

Pendidikan terhadap kesempatan kerja lulusan siswa SMK negeri di kota 

Medan.  

     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian kurikulum, guru, sarana 

dan prasarana pada SMK Negeri di Kota Medan dengan Standar Nasional 

Pendidikan, disamping itu untuk mengetahui pengaruh sebelum dan sesudah 

penerapan standar nasional pendidikan terhadap kesempatan kerja lulusan 

SMK.     

     Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi akademik guru yang mengajar 

di SMK Negeri di Kota Medan masih belum seluruhnya sesuai dengan standar 

yang telah ditentukan, sedangkan kurikulum dan sarana dan prasarana telah 

mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. Faktor yang berpengaruh terhadap kesempatan kerja 

lulusan adalah kurikulum, sedangkan sesudah penerapan faktor yang 

berpengaruh adalah sarana prasarana dengan tingkat signifikansi 0, 1%  dan 

kurikulum dengan tingkat signifikansi 0,5 atau tingkat kepercayaan 95 persen. 

Artinya bahwa kurikulum yang baik dan sarana prasarana yang memadai 

merupakan faktor pendukung terhadap kesempatan kerja siswa. Sedangkan 

faktor guru kurang berpengaruh terhadap kesempatan kerja lulusan Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri di Kota Medan, baik sebelum dan sesudah 

penerapan standar nasional pendidikan.  

13/40979

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



      Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa kurikulum yang baik dan 

sarana prasarana yang memadai sangat mendukung terhadap kesempatan kerja 

siswa. Sedangkan faktor guru pengaruhnya tidak signifikan terhadap 

kesempatan kerja lulusan SMK, baik sebelum dan sesudah penerapan standar 

nasional pendidikan.   

Penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran akademik berkaitan 

dengan pengaruh pelaksanaan standar nasional pendidikan terhadap 

kesempatan kerja lulusan SMK sebelum dan setelah diterapkannya Standar 

nasional pendidikan tersebut. Kalau dalam penelitian terdahulu penelitian 

terfokus pada kesesuaian dan pengaruh Pelakanaan Standar nasional 

pendidikan terhadap kesempatan kerja lulusan SMK, maka penelitian yang 

peneliti lakukan adalah menekankan pada pelaksanaan pendidikan berbasis 

masyarakat dikaitkan dengan pelaksanaan tiga standar nasioanal pendidikan  di 

pesantern Nurul Bayan   

c. Nyoman Ribek dan Endang Rahayu (2009), dengan judul Analis 

Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan di Jurusan Keperawatan 

Poltekes Dep Kes Denpasar (Jurnal Ilmiah Keperawatan Vol 2 No 1 Juni 

2009).  

          Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan delapan standar 

nasional pendidikan pada Poltekes Dep Kes Denpasar. Permasalah yang 

diajukan adalah, bagaimana penerapan Pelaksanaan standar nasional 

pendidikan di jurusan keperawatan Poltekes Dep Kes Denpasar. Kesimpulan 

yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah bahwa kedelapan standar 
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nasional pendidikan yang ada saling terkait antara yang satu dengan yang lain 

dalam rangka memperoleh lulusan yang berkualitas.  

          Penelitian sebelumnya mencoba menganalisa 8 standar  yang ada pada 

Poltekes Depkes Denpasar, maka pada penelitian ini  akan melihat dan 

menganalisa pelaksanaan tiga saja diantara 8 (delapan) standar nasioanal 

pendidikan pada pendidikan berbasis masyarakat pada Pondok Pesantren Nurul  

bayan.  

2. Konsep implementasi.  

          Implementasi merupakan salah satu elemen pokok dari tiga manajemen 

strategi, ketiga manajemen strategi tersebut adalah formulasi strategi, 

implementasi strategi dan evaluasi strategi. Nugraha (2009: 1.13) memberikan 

penjelasan tentang tahap-tahap manajemen strategic yaitu:  

a. Formulasi Strategi meliputi mengembangkan visi dan misi, 
mengidentifikasi peluang-peluang dan ancaman-ancaman dari luar 
organisasi, menentukan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari 
dalam organisasi, menetapkan tujuan-tujuan (sasaran-sasaran) jangka 
panjang, menghasilkan strategi-strategi alternative, dan memilih strategi-
strategi tertentu untuk dijalankan.  

b. Mengimpletasikan strategi mencakup membangun suatu budaya yang 
mendukung strategi, menciptakan sebuah struktur organisasi yang efektif, 
mengarahkan kembali usaha-usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, 
mengembangkan dan menggunakan sistim imformasi dan menghubungkan 
kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi.  

c. Penilaian strategi merupakan tahap akhir dalam manajemen strategic. Para 
manajer berusaha keras mengetahui kapan strategi tertentu tidak berjalan 
dengan baik; penilaian strategi merupakan alat utama untuk memperoleh 
imformasi ini  

          Mazmanian dan Sebastiar melihat implementasi sebagai proses “meliputi 

pengurangan perbedaan antara kenyataan praktek dan harapan praktis oleh 

suatu inovasi. Implementasi adalah suatu proses perubahan perilaku dalam 

petunjuk anjuran oleh inovasi terjadi dalam tahapan, setiap wuktu dan 

mengatasi halangan dalam perkembangannya.” (Rino, 2010: 29 - 30). 
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          Disisi lain “implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, 

kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan 

dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan 

sikap” (Susilo, 2007:174). Sementara itu, Van Meter dan Van Horn 

menjelaskan bahwa: “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan 

baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok 

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang 

telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Van Meter dan Van Horn dalam 

Wahab, 2001:65).  

         Dari beberapa pengertian implementasi di atas, dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut: (1) Implementasi merupakan pelaksanaan sesuatu kebijakan 

baik berupa Undang Undang maupun Peraturan Pemerintah yang tidak terlepas 

dari dampak yang ditimbulkan. (2) Implementasi merupakan suatu tindakan 

individu, pejabat, maupun kelompok badan pemerintah atau swasta yang 

diarahkan pada tercapainya suatu tujuan. (3) implementasi merupakan 

pelaksanaan kegiatan atau kebijakan dengan  menggunakan metode. 

3. Kaitan antara implementasi dan kebijakan public. 

           Apabila pengertian implementasi dikaitkan dengan kebijakan public, maka 

kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai pelaksanaan suatu 

kebijakan public yang telah ditetapkan dengan menggunakan sarana untuk 

mencapai tujuan. Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan antara 

implementasi dan kebijakan public, maka dibawah ini akan dijelaskan 

pengertian kebijakan public dan keterkaitan antara implementasi dan kebijakan 

public.  
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     Kebijakan seringkali dipahami dengan istilah seperti politik, program, 

keputusan, undang-undang, aturan, ketentuan-ketentuan, kesepakatan, dan 

rencana strategis. “Publik berasal dari kata public diartikan beraneka ragam, 

dalam bahasa Indonesia, diartikan sebagai umum, rakyat, masyarakat, publik, 

dan Negara atau pemerintahan” (Kismartini dkk, 1989: 1.7).  

     Sedangkan pengertian kebijakan public disampaikan oleh beberapa tokoh 

administrasi publik diantaranya Thomas R. Dye, mengemukakan: “Apapun 

pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan”. Sedangkan 

George C. Edwards III dan Ira Sharkansky mengartikan kebijakan publik 

sebagai  

Apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah 
yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan 
atau dalam policy statement yang berbentuk pidato-pidato dan wacana 
yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera 
ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah”. 
Sedangkan menurut James E. Anderson: “adalah kebijakan-kebijakan yang 
dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah 
(Kismartini dkk, 1989; 1.9).  

 
          Dari beberapa pengertian kebijakan public di atas, dapat disimpulkan bahwa 

dalam suatu kebijakan public terdapat unsur-unsur sebagai berikut: (1) Adanya 

tindakan berupa program-program untuk mencapai tujuan. (2) Adanya aktor-

aktor kebijakan public yang terdiri dari pemerintah dan lembaga diluar 

pemerintah. (3) Adanya pengalokasian nilai-nilai masyarakat yang dilakukan 

oleh pemerintah.  

          Dengan demikian terdapat keterkaitan antara implementasi dan kebijakan, 

dimana implementasi menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya 

dengan hasil kegiatan pemerintah. Dengan demikian implementasi adalah 

membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik 
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direalisasikan melalui beberapa kegiatan yang melibatkan berbagai pihak yang 

berkepentingan.   

4. Model implementasi kebijakan   

          Beberapa tokoh yang ikut memberikan warna pada model implementasi 

kebijakan seperti Model Jones, Model Van Meter and Van Horn, Model 

Mazmanian, Daniel and Paul A. Sabatier, Model Grindle, Merilee S, Model 

Hogwood and Gunn Model Dunn dan Model Edwards III. Dari beberapa model 

implementasi kebijakan yang ada, peneliti akan mencoba menguraikan model 

yang terakhir yaitu Model Edwards III, yang sekaligus peneliti jadikan 

panduan dalam kerangka berfikir dalam penelitian ini.   

           Pendekatan implementasi kebijakan publik yang yang diperkenalkan oleh 

(Edwards III. 1984: 9-10) adalah implementation problems approach. Edwards 

III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu 

mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: faktor apa yang mendukung 

keberhasilan implementasi kebijakan? Dan faktor apa yang menghambat 

keberhasilan implementasi kebijakan?. Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut 

dirumuskan empat factor keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, 

sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi. Keempat 

faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.  

Menurut Sopyan bahwa: Model yang dikemukan oleh Edwards III ini 

sifatnya top down dan cocok diimplementasikan pada level birokrasi yang 

terstruktur pada suatu lembaga pemerintahan hal ini dimaksudkan:  
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a. Untuk memudahkan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan pada 

masing-masing level birokrasi mulai dari pemerintah pusat sampai ke 

tingkat pelaksana dilapangan. 

b. Untuk menghindari terjadinya rintangan dan hambatan dalam 

mengimplementasikan suatu kebijakan dan model ini efektif bila 

perumusan kebijakan yang dibuatnya memperhatikan implementasi 

kebijakan yang akan dilaksanakan. (Aripin, 2009: 39).  

     Komunikasi suatu program akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila 

jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, 

kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya, 

meliputi empat komponen yaitu kesediaan SDM baik jumlah maupun mutu, 

kejelasan imformasi, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau 

tanggung jawab dan fasilitas yang memadai. Disposisi merupakan komitmen 

pelaksana terhadap pelaksanaan suatu program. Dan Struktur birokrasi 

didasarkan pada standard operating prosedure (SOP) yang mengatur tata 

aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan. Hubungan antara variabel-variabel 

diatas dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 2.1.  Hubungan antara variabel-variabel  menurut Edward III. 

     Keempat faktor atau variabel penyebab tidak terimplementasikanya kebijakan   

atau program tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1) Komunikasi.   

          Komunikas merupakan factor penting bagi para administrator dalam 

mengkomunikasikan setiap kegiatan implementasi kebijakan karena 

administrator merupakan pelaksana keputusan atau perintah yang mana dalam 

administrator itu sendiri terdiri dari beberapa jenjang hirarki. Adapun indikator 

yang berkaitan dengan dimensi komunikasi yang dikemukakan oleh Edwards 

III terdiri dari: transmisi (transmission), konsistensi (consistency), dan 

kejelasan (clarity). 

2) Sumber daya (resources). 

     Sumber daya juga merupakan daya dukung terhadap pelaksanaan kebijakan 

oleh administrator publik agar dapat menjalankan suatu kebijakan dengan 

baik, konsisten, dan dengan transmisi yang tepat. Sumber-sumber daya ini 

terdiri dari staf (staff),wewenang (authority), dan fasilitas.  

3) Kecenderungan-kecenderungan/tingkah laku (dispositions).  
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     Kecenderungan adalah bagaimana sikap para administrator dalam 

melaksanakan suatu kebijakan secara efektif sesuai dengan keinginan 

pembuat kebijakan.Hal ini menunjukkan rasa tanggungjawab administrator 

untuk mengimplementasikan kebijakan dengan penuh kesunguhan. 

4) Struktur birokrasi (bureucratic structure).  

     Struktur birokrasi pada umumnya merupakan pelaksana kebijakan yaitu 

bagaimana standard operating procedures (SOP) mendukung efektifitas 

implementasi kebijakan dan fragmentation yaitu bagaimana tupoksi masing-

masing unit/badan dapat mengimplementasikan kebijakan secara 

bertanggungjawab, sehingga akan menghindarkan adanya lempar 

tanggungjawab antara satu unit/badan dengan unit/badan lain dalam 

melaksanakan suatu kebijakan (Aripin,  2009: 86- 88). 

     Dengan demikian tahap implementasi merupakan tahap yang sangat 

penting dan memerlukan kerjasama semua pihak demi terlaksananya suatu 

kebijakan. Sebelum dilaksanakannya suatu program, diperlukan persiapan 

yang matang menyangkut komunikasi program, sarana dan prasarana, 

kualifikasi SDM yang terlibat didalamnya, disposisi, dan structure birokrasi.  

5. Pendidikan Berbasis Masyarakat 

     Pendidikan berbasis masyarakat merupakan suatu pendidikan yang 

memberikan kemandirian dan kebebasan kepada masyarakat untuk 

menentukan bidang pendidikan yang sesuai dengan keinginan masyarakat 

dimana pendidikan itudiselenggarakan. Dalam undang-undang no 20 tahun 

2003 pasal 1 ayat (16), dikemukakan pengertian PBM adalah: 

“Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, 

13/40979

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, 

dan untuk masyarakat”.   

     Dalam undang-undang tersebut di kemukakan juga tentang peran serta 

masyarakat dalam pendidikan yang tertuang pada pasal 54 ayat (1) “Peran 

serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, 

kelompok, keluarga, organisasi profisi, pengusaha dan organisasi 

kemasyarakatan dalam menyelenggarakan dan pengendalian mutu pada 

satuan pendidikan. Ayat (2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber 

pelaksanaan dan pengguna hasil pendidikan”. (PP No. 17 Tahun 2010 

Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan2011: 139).  

      Adapun peran masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat  

tertuang  pada  pasal 55 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:  

a. Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat 
pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, 
lingkungan social dan budaya untuk kepentingan masyarakat ayat. 

b. Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan 
melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan 
pendanaannya sesuai dengan standard nasional pendidikan.   
(PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan, 2011: 139).  
 

     Sedangkan menurut Aris Pongtuluran (2002: 122), bahwa inti dari 

Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah bahwa masyarakat yang menentukan 

suatu program dan kegiatan dan ikut berpartisipasi didalam menanggung beban 

pendidikan, bersama seluruh masyarakat setempat dalam upaya menciptakan 

pendidikan yang bermutu bagi anak anak mereka. Oleh sebab itu masyarakat 

tidak bisa begitu saja menyerahkan urusan pendidikan anak-anak mereka 

kepada sekolah semata-mata, tetapi perlu ikut serta bertanggungjawab demi 

tercapainya kualitas pendidikan bagi anak-anak mereka.   
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      Aris Pongtuluran, dan Theresia K. Brahim memberikan indikator    

Pendidikan berbasis Masyarakat yang sekaligus dapat dilakukan oleh 

masyarakat lokal maupun nasional adalah:   

a. Penurunan angka anak usia sekolah yang tidak bersekolah.  
b. Pengurangan ketimpangan antar wilayah atau antar kelompok social 

ekonomi dalam masyarakat.  
c. Pengurangan ketimpangan sebaran guru, sistem insentif, dan mutasi 

guru.  
d. Peningkatan sarana/prasarana pendidikan.  
e. Peningkatan Sosial ekonomi anak-anak lingkungan ekonomi rendah. 
f. Peningkatan kesadaran orangtua dalam hal membantu anaknya belajar.  
g. Peningkatan kesadaran anak akan daya tarik bidang studi tertentu.  
h. Peningkatan kemampuan guru dalam pendayagunaan alat dan sumber 

pendidikan.   
i. Pendokumentasian sumberdaya pendidikan.  
j. Penetapan kebutuhan sumberdaya pendidikan sesuai dengan identifikasi 

dan rumusan kebutuhan pendidikan setempat.  
k. Identifikasi perorangan, kelompok atau badan/lembaga yang potensial 

dengan berbagai jenis tertentu sumberdaya pendidikan (Pongtuluran, 
Aris. 2002: 122). 
 

          Pemaparan di atas memberikan pemahaman kepada kita bahwa pendidikan 

berbasis masyarakat merupakan sebuah gerakan yang memotivasi masyarakat 

agar terus belajar sepanjang hayat dalam mengisi tantangan global, dan 

sekaligus merupakan perwujudan demokratisasi pendidikan dengan 

memberikan kesempatan kepada masyarakat pesantren untuk melaksanakan 

dan ikut bertanggung jawab pada kegiatan pendidikan demi terwujudnya 

kualitas pendidikan.  

6. Standar Pendidikan Nasional   

          Dalam Peraturan Pemerintah tahun 2010 dijelaskan:   

a. Standar Nasional Pendidikan Terdiri dari Standar Isi, Proses, kompetensi 
kelulusan, tenaga kependididikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan 
penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan 
berkala.  
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b. Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan 
kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan 
pembiyaan.  

c. Pengembangan Standar Nasional Pendidikan serta pemantauan dan 
pelaporan pencapaiaannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan 
standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan  
(PP 2010, 2011: 135).  

Sedangkan fungsi standar pendidikan berdasarkan PP No. 19 th 2005, 

adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 

pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu yang 

bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional yang dapat mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu sumber daya 

manusia dan untuk mengukur kualitas pendidikan.         

Untuk kepentingan tersebut, Standar tersebut bukan merupakan ukuran 

yang statis yang tidak berubah tetapi semakin lama semakin ditingkatkan demi 

tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Standar-standar tersebut 

meliputi:  1. standar isi, 2. standar proses, 3. standar kompetensi lulusan, 4. 

standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5. standar sarana dan prasarana, 6. 

standar pengelolaan, 7. standar pembiayaan dan 8. standar penilaian 

pendidikan. (PP No. 19 th 2005: 8).  

     Berikut ini akan diuraikan tiga satandar dari delapan standar yang ada sesuai 

dengan batasan masalah. Satandar tersebut adalah standar isi (kurikulum), 

standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar sarana dan prasarana.  

a. Standar  isi.  

       Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang 

dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan 
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kajian, kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran yang harus 

dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Hal 

tersebut tertuang dalam BAB III Pasal 5 bahwa:  

Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai 

kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.  Standar isi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur 

kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender 

pendidikan.  

     Sedangkan pengertian kurikulum menurut Nurdin (2005: 32) merupakan 

sejumlah mata pelajaran di sekolah atau di akademi yang harus ditempuh oleh 

siswa untuk mencapai sesuatu tingkatan atau ijazah. Sedangkan menurut 

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan bahwa kurikulum merupakan 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.  

     Dengan demikian kurikulum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

sekolah yang diperuntukkan bagi siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk 

mencapai suatu tujuan.  

Dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum, dijelaskan dalam 

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 beberapa prinsip-prinsip sebagai berikut: 

(a) berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta 

didik dan lingkungannya, (b) beragam dan terpadu, (c) tanggap terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (d) relevan dengan 
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kebutuhan kehidupan, (e) menyeluruh dan berkesinambungan, (f) belajar 

sepanjang hayat, (g) seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan 

daerah. 

      Adapun yang berkaitan dengan Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 

dijelaskan pada Pasal 6, bahwa:  

            Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada 
jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: a. kelompok mata 
pelajaran agama dan akhlak mulia; b. kelompok mata pelajaran 
kewarganegaraan dan kepribadian; c.kelompok mata pelajaran ilmu 
pengetahuan dan teknologi; d. kelompok mata pelajaran estetika; e. 
kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan. (PP No. 19 
tahun 2005: 8 - 9).  

 
     Dalam upaya menciptakan kualitas pendidikan yang diharapkan, diperlukan 

beberapa konsep dan tindakan institusi pelaksana pendidikan dengan 

memperbaiki sistem pendidikan yang ada termasuk didalamnya 

penyempurnaan dan pelaksanaan kurikulum dengan baik dan memperhatikan 

ketuntasan belajar siswa sehingga tujuan yang dicanangkan dapat diwujudkan 

dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat 

bersaing dalam era globalisasi.  

     Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Saud dan Makmun (2005: 6) yang 

menyatakan bahwa “Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat 

pengembangan potensi manusia untuk mampu mengembangkan tugas yang 

dibebankan padanya, karena hanya manusia yang dapat didik dan mendidik. 

Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, emosional, 

moral serta keimanan dan ketakwaan manusia”.   

Dengan demikian kewajiban setiap lembaga pendidikan hendaknya 

meningkatkan usaha pendidikannya dengan penyempurnaan kurikulum dan 
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meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara berkesinambungan untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.  

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, bahwa “Satuan pendidikan 

diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara terus menerus 

untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal. Pelaporan hasil belajar (raport) 

peserta didik diserahkan pada satuan pendidikan dengan memperhatikan 

rambu-rambu yang disusun oleh direktorat teknis terkait”. (BSNP, 2006: 12).        

  Adapun kriteria kelulusan menurut ketentuan PP 19/2005 Pasal 72 Ayat (1) 

adalah:  

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar 
dan menengah, apabila peserta didik tersebut telah: a. menyelesaikan 
seluruh program pembelajaran; b. memperoleh nilai minimal untuk seluruh 
mata pelajaran yang ditentukan c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk 
kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan d. lulus 
Ujian Nasional.   
 

b. Standar sarana dan prasarana.  

            Dalam rangka menunjang efektifitas dan efisiensi pengajaran disuatu 

sekolah, dibutuhkan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. 

Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, 

tempat beribadah, perpustakaan, laboraturium, bengkel kerja, tempat bermain, 

tempat berekreasi, serta sumber belajar lainnya, yang diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan tekhnologi informasi 

dan komunikasi.  

          Dalam Pasal 42 dinyatakan bahwa: (1) Setiap satuan pendidikan wajib 

memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media 

pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta 
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perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang 

teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki 

prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, 

ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, 

ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, 

tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan 

ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang 

teratur dan berkelanjutan.  

          Kemudian pada Pasal 43 disebutkan: bahwa Standar keragaman jenis 

peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, 

laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan 

pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang 

harus tersedia.(2) Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan perpeserta didik.(3) 

Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di 

perpustakaan satuan pendidikan. (4) Standar jumlah buku teks pelajaran di 

perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran 

untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk 

setiap peserta didik (PP No. 19 th 2005:  332- 333).   

      Adapun yang berkaitan dengan kelengkapan sarana dan prasarana, 

tertuang dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 dimana Kelengkapan 

sarana dan prasarana yang harus dilengkapi sekurangkurangnya adalah 

sebagai berikut: a) ruang kelas, b) ruang perpustakan, c) laboraturium,  

d) ruang pimpinan, e) ruang guru, f) ruang tata usaha, g) tempat beribadah,    
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h) ruang konseling, i) ruang UKS, j) ruang organisasi kesiswaan, k) jamban, 

l) gudang, m) ruang sirkulasi, n) tempat bermain/berolahraga,   

c. Standar Pendidik dan tenaga kependidikan 

        Guru merupakan panutan teladan bagi para siswanya sebagaimana yang 

disampaikan Sutadipura dalam Nurdin (2005: 6) bahwa: .”Guru adalah orang 

yang layak digugu dan ditiru”. Pendapat tersebut diperkuat dengan pengertian 

yang diberikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam Nurdin (  

bahwa: Guru adalah seseorang yang mempunyai gagasan yang harus 

diwujudkan untuk kepentingan anak didik, sehingga menunjang hubungan 

sebaik baiknya dengan anak didik, sehingga menjunjung tinggi, 

mengembangkan dan menerapkan keutamaan yang menyangkut agama, 

kebudayaan, keilmuan. (Nurdin, 2005: 7). 

      Adapun yang berkaitan dengan tugas, hak dan kewajiban Pendidik dan 

tenaga kependidikan, dijelaskan pada Pasal 39 dan 40 UU RI nomer 20 tahun 

2003, bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, 

pengelolaan pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk 

menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan Pendidik 

merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 

pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.  

     Adapun hak-hak Pendidik dan tenaga kependidikan: 1)penghasilan dan 

jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; 2) penghargaan 

sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;  3) pembinaan karier sesuai dengan 
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tuntutan pengembangan kualitas; 4) perlindungan hukum dalam 

melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan 5) 

kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan 

untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Sedangkan kewajibannya 

adalah: 1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, 

kreatif, dinamis, dan dialogis; 2) mempunyai komitmen secara profesional 

untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan 3) memberi teladan dan menjaga 

nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang 

diberikan kepadanya.  

          Sedangkan untuk kualifikasi pendidik  disebutkan bahwa:  

(1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai 
dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta 
memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, 
(2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia 
dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi 
dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.  
(PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan 2010: 135).  

 
7. Kinerja pendidikan  

     Konsep kinerja diberikan oleh beberapa pakar diantaranya Ambar. T 

Sulistiyani dan Rosidah (2003: 223) menjelaskan “bahwa Kinerja seseorang  

merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan  yang dapat  

dinilai  dari hasil karyanya”. Sedangkan menurut Anwar Prabu 

Mangkunegara (2005: 67)  “Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas  yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya”. Sedangkan  Maluyu  S.P.  Hasibuan (2001:34) mengemukakan 

bahwa kinerja (prestasi kerja) adalah “suatu hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas tugas yang dibebankan kepadanya yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu”.  

     Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah 

Prestasi atau hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam tugas yang 
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diberikan kepadanya yang dilakukan berdasarkan kecakapan, pengalaman, 

kesempatan dan kesungguhan yang dimilikinya.  

     Dengan demikian untuk mengetahui kinerja output pendidikan, tidak bisa 

hanya diliht dari tingkat kelulusan seseorang tapi lebih dari itu seberapa jauh 

dampak yang ditimbulkan dari kecakapan, pengalaman, kesempatan dan 

kesungguhan yang dimilikinya terhadap pembentukan keperibadiannya. Oleh 

sebab itu dalam upaya menciptakan kualitas pendidikan yang diharapkan, 

diperlukan beberapa tindakan institusi pelaksana pendidikan dengan 

memperbaiki sistem pendidikan yang ada termasuk didalamnya 

penyempurnaan dan pelaksanaan kurikulum dengan baik dan memperhatikan 

ketuntasan belajar siswa sehingga tujuan yang dicanangkan dapat diwujudkan 

dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang 

dapat bersaing dalam era globalisasi.  

     Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Saud dan Makmun (2005: 6) yang 

menyatakan bahwa “Pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat 

pengembangan potensi manusia untuk mampu mengembangkan tugas yang 

dibebankan padanya, karena hanya manusia yang dapat didik dan mendidik. 

Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, emosional, 

moral serta keimanan dan ketakwaan manusia”.   

Dengan demikian kewajiban setiap lembaga pendidikan hendaknya 

meningkatkan usaha pendidikannya dengan penyempurnaan kurikulum dan 

meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara berkesinambungan untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.  

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, bahwa “Satuan pendidikan 

diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara terus menerus 

untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal. Pelaporan hasil belajar (raport) 
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peserta didik diserahkan pada satuan pendidikan dengan memperhatikan 

rambu-rambu yang disusun oleh direktorat teknis terkait”. (BSNP, 2006: 12).        

  Adapun kriteria kelulusan menurut ketentuan PP 19/2005 Pasal 72 Ayat 

(1) adalah: Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada 

pendidikan dasar dan menengah, apabila peserta didik tersebut telah: a. 

menyelesaikan seluruh program pembelajaran; b. memperoleh nilai minimal 

untuk seluruh mata pelajaran yang ditentukan c. lulus ujian sekolah/madrasah 

untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan d. lulus 

Ujian Nasional.   

8. Pondok Pesantren  

a. Konsep Pondok Pesantren 

          Pondok Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua 

di Indonesia yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, sebagian 

besar masyarakat telah mengakui keberadaan dan peranannya dimana Pondok 

Pesantren dalam perjalannnya telah mampu membekali masyarakat dengan 

ilmu pengetahuan dan telah berperan aktif  dalam mencerdaskan kehidupan 

bangsa.   

Perkataan Pondok Pesantren terdiri dari dua kata yaitu pondok dan 

pesantren, selain itu sebutan Pondok Pesantren juga sering menggunakan 

istilah pesantren. Beberapa pakar memberikan pengertian yang berbeda 

tentang pesantren atau Pondok Pesantren, tetapi pada hakekatnya 

mengandung pengertian yang sama. Hasbullah(1999:142), misalnya 

memeberikan pengertian pondok sebagai “tempat sederhana yang merupakan 

tempat tinggal kyai bersama para santrinya”. Sementara itu Dhofier (1985:18) 
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memberikan pengertian pesantren sebagai “tempat yang dipakai untuk makan 

dan istirahat. Sedangkan menurut Abdurrahman Wahid, “pondok pesantren 

mirip dengan akademi militer atau biara (monestory, convent) dalam arti 

bahwa mereka yang berada di sana mengalami suatu kondisi totalitas” 

(Wahid 2001:171).  

        Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pondok 

Pesantren adalah tempat tinggal kyai bersama para santrinya untuk 

menjalankan segala aktifitas kesehariannya baik yang berkaitan kegiatan 

individu, sosial dan pendidikan. 

Adapun peran pondok pesantren adalah sebagai berikut:   

1. Pondok Pesantren lebih kepada pendidikan berbasis masyarakat, dalam 
penyelenggaraannya berdasarkan kekhasan agama, social, budaya, 
aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, 
dan untuk rakyat.  

2. Pondok Pesantren sampai sekarang tetap eksis dan konsisten 
melaksanakan fungsinya dengan baik, dan bahkan telah 
mengembangkan perannya sebagai pusat pengembangan masyarakat 
(Departemen Agama RI, 2005: 10).   

 

 Dengan demikian secara umum, pondok pesantren memiliki beberapa 

peran antara lain sebagai lembaga pendidikan Islam, lembaga dakwah dan 

agen pengembangan pembangunan masyarakat.         

b. Elemen-elemen Pesantren  

     Pondok pesantren memiliki beberapa elemen diantaranya kyai, santri, 

masjid, pondok, dan kitab-kitab Islam klasik atau kitab kuning.  Untuk lebih 

jelasnya dibawah ini akan diuraikan secara bertutut-turut elemen-elemen 

tersebut.  
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1)  Kyai. 

     Kiyai merupakan salah satu unsure yang paling dominant dalam 

kehidupan suatu pesantren. Keberadaan seorang kiyai dalam suatu Pondok 

pesantren merupakan suatu keharusan, karena beliau adalah tokoh sentral 

yang memberikan bimbingan, pendidikan dan pengajaran bagi para santri.  

Perkembangan kelanggengan suatu Pondok pesantren sangat dipengaruhi 

oleh kedalaman ilmu dan keahlian seorang kiyai dalam mengelola 

pesantrennya.  

     Menurut Hasbullah (1999:144), “Peran penting kyai dalam pendirian, 

pertumbuhan, perkembangan dan pengurusan sebuah pesantren berarti dia 

merupakan unsur yang paling esensial. Sebagai pemimpin pesantren, watak 

dan keberhasilan pesantren banyak bergantung pada keahlian dan kedalaman 

ilmu, karismatik dan wibawa, serta ketrampilan kyai”.  

      Sedangkan istilah kyai menurut Dhofier (1985:55), “berasal dari bahasa 

Jawa dan dipakai untuk tiga jenis gelar yang berbeda, yaitu: 1.sebagai gelar 

kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat.  2. gelar kehormatan 

bagi orang-orang tua pada umumnya; 3.gelar yang diberikan oleh masyarakat 

kepada orang ahli agama Islam yang memiliki  pesantren. Sedangkan 

pengertian kiyai menurut Nafis:   

     Seorang santri belajar kepada kyai tidak karena ilmu dan kompetens yang 
dimiliki seorang kiyai, namun figur seorang tokoh yang suci, dekat dengan 
Tuhan, dan mempunyai kekuatan spiritual yang tinggi. Bagi santri, kyai 
tidak hanya sebagai seorang bapak yang telah diberi amanah orangtua 
santri yang di rumah, namun juga sebagai bapak spiritual yang dapat 
memberikan “rambu-rambu” jalan kebenaran” (Nafis , 2008 : 3). 
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 Dari beberapa pengertian kyai sebagaimana tersebut diatas, maka menurut 

peneliti istilah kyai dalam kontek pesantren merupakan gelar yang diberikan 

oleh masyarakat kepada ahli agama Islam yang memimpin Pondok Pesantren.  

2) Santri. 

     Santri merupakan elemen yang cukup penting dalam menunjang 

keberhasilan pembangunan dan perkembangan suatu pesantren karena 

langkah awal dalam pembangunan sebuah pesantren adalah harus ada murid 

yang datang untuk belajar dari seorang kyai. Setelah itu dilanjutkann dengan  

membangun beberapa fasilitas   pondok seperti asrama, ruang belajar Masjid 

atau mushalla dan lain sebagainya.  

     Dhofier mengelompokan santri menjadi dua kelompok, yaitu santri kalong 

dan santri mukim. “Santri kalong merupakan bagian santri yang tidak 

menetap dalam pondok tetapi pulang ke rumah masing-masing sesudah 

selesai mengikuti suatu pelajaran di pesantren. Sedangkan santri mukim 

adalah santri yang menetap di dalam pondok pesantren dan biasanya berasal 

dari daerah jauh” (Dhofier, 1985:52).  

     Dari penjelsan diatas, dapat dikatakan bahwa terdapat 2 kelompok santri 

yaitu santri kalong (yang tidak tinggal di pondok) kecuali pada saat mengikuti 

pelajaran. Sedangkan santri mukim yang tinggal di pondok dan mengikuti 

semua kegiatan yang ditetapkan oleh pondok.   

3) Masjid.  

     Masjid merupakan elemen penting dari sebuah Pondok pesantren.  Dalam 

konteks ini, masjid berfungsi sebagai pusat kegiatan ibadah dan belajar 

mengajar, sebagai tempat melakukan sholat berjama’ah setiap waktu, juga 
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berfungsi sebagai tempat pertemuan atau musyawarah. menurut Dhofier 

(1985: 49), fungsi masjid merupakan “tempat yang paling tepat untuk 

mendidik para santri, terutama dalam praktek sembahyang lima waktu, 

khutbah, dan sembahyang Jumat, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik”. 

Dengan demikian masjid dalam suatu Pondok pesantren merupakan tempat 

belajar tempat praktek sholat lima waktu, tempat sholat Jumat, tempat 

pengajaran kitab-kitab kuning dan tempat pertemuan. 

4) Pondok. 

     Pondok atau asrama santri merupakan suatu elemen penting sebagai 

tempat tinggal dan tempat beristirahat para santri setelah mengikuti beberapa 

kegiatan pesantren. Pengertian pondok adalah merupakan ”tempat sederhana 

yang merupakan tempat tinggal kyai bersama para santrinya”(Hasbullah, 

1999:142). Sedangkan zamahsari Dhofier menjelaskan pengertian dan fungsi 

pondok merupakan:  “Salah satu niat pondok selain dari yang dimaksudkan 

sebagai tempat asrama para santri adalah sebagai tempat latihan bagi santri 

untuk mengembangkan ketrampilan kemandiriannya agar mereka siap hidup 

mandiri dalam masyarakat sesudah tamat dari pesantren” (Dhofier, 1985:45).  

         Dengan demikian Pondok merupakan asrama tempat tinggal kiyai bersama 

para santrinya untuk menjalankan kegiatan pesantren. Sedangkan peran 

pondok pesantren merupakan tempat pendidikan dan latihan bagi para santri 

untuk belajar hidup mandiri, saling tolong menolong dan sekaligus tempat 

menimba ilmu dari kiyainya.  
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5) Kitab Islam klasik. 

     Elemen lain yang merupakan elemen Pondok Pesantren adalah kitab Islam 

klasik atau biasa disebut kitab kuning dan hal inilah yang membedakan antara 

pesantren dengan lembaga lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman dan 

tuntutan global, maka diantara Pondok pesantren telah memasukkan 

pengetahuan umum sebagai salah satu bagian penting dalam pendidikan 

pesantren, namun pengajaran kitab-kitab Islam klasik masih diberi peluang 

yang cukup besar. Menurut Hasbullah tehnik pengajaran kitab kuning, “Pada 

umumnya, pelajaran dimulai dengan kitab-kitab yang sederhana, kemudian 

dilanjutkan dengan kitab-kitab yang lebih mendalam dan tingkatan suatu 

pesantren bisa diketahui dari jenis kitab-kitab yang diajarkan (Hasbullah, 

1999:144).  

     Adapun macam bidang ilmu yang diajarkan dalam kitab-kitab kuning, 
secara garis besar ada delapan macam: “ 1. Nahwu dan saraf (morfologi); 
2. Fiqh; 3. Usul fiqh; 4. Hadis; 5.Tafsir; 6. Tauhid; 7.Tasawwuf dan Etika; 
dan 8. Cabang-cabang lain seperti tarikh dan balaghah (Dhofier 1985:5).  

 
Dengan demikian kitab kuning merupakan salah satu unsure yang cukup 

penting dalam kehidupan pesantren, karena keberadaannya merupakan faktor 

penunjang keilmuan seorang santri, karena ilmu yang diperoleh dari kitab 

kuning tersebut akan dijadikan bekal dimasyarakat setelah menyelesaikan 

studinya di suatu Pondok Pesantren. Hanya dalam mengikuti tuntutan global 

dan perkembangan zaman, diantara pesantren telah menambahkan kurikulum 

pendidikan umum sebagai bagian dari kurikulum pesantren.  

c. Tipologi Pondok Pesantren. 

     Terdapat beberapa pendapat tentang tipe pondok pesantren sebagaimana 

yang di berikan oleh beberapa pakar namun bila dicermati secara faktual ada 
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beberapa tipe pondok pesantren yang berkembang dalam masyarakat yang 

meliputi Pondok Pesantren tradisional, Pondok Pesantren Modern dan 

Pondok Pesantren komprehensif. Oleh sebab itu dalam melihat tipologi 

Pondok Pesantren, peneliti mencoba membagi Pondok Pesantren menjadi tiga 

tipe sebagaimana akan diuraikan dibawah ini:  

1) Pondok Pesantren Tradisional. 

            Departemen Agama menyebut Pondok Pesantren ini dengan istilah 

Pondok Pesantren salafiyah: yaitu Pesantren yang masih tetap 

mempertahankan sistim pendidikan khas Pesantren, baik kurikulum maupun 

metode pendidikannya. Bahan ajar meliputi ilmu-ilmu agama Islam dengan 

menggunakan kitab-kitab kuning berbahasa Arab (Depag RI, 2005: 1).  

Sedangkan menurut Zamakhsyari Dlofier: “Pesantren salafi merupakan 

pesantren yang tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab klasik dengan   

tetap memperhatikan tradisi lama dengan pengajaran sistem sorogan dan 

wetonan sebagai inti pendidikannya. Adapun pengajaran umum tidak banyak 

diberikan” (Dhofier 1985:5). 

 Dengan demikian Pondok pesantren salafi  masih merupakan Pondok 

Pesantren yang tetap mempertahankan bentuk aslinya dengan mengajarkan 

kitab kitab kuning yang di tulis disusun oleh ulama’ terdahulu dan 

pengajarannya dengan menggunakan sisitim halaqah yang dikenal dengan  

sistem sorogan dan wetonan. 

2) Pondok Pesantren Modern. 

               Pondok Pesantren Modern merupakan salah satu tipe Pondok Pesantren  

yang telah beradaptasi dengan tuntunan pendidikan nasional, dimana selain 
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mengajarkan kitab-kitab kuning, juga mengikuti perkembangan kemajuan 

dengan melaksanakan program pendidikan nasional, hal ini dapat dilihat dari 

penyesuaian kurikulumnya, penyediaan tenaga guru dan kelengkapan sarana 

dan prasarana dengan  berpedoman pada sistim Pendidikan Nasional.  

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Nafis (2008: 3), bahwa: 

“Pesantren Modern tampaknya menerima hal-hal baru yang dinilai baik, di 

samping tetap mempertahankan tradisi lama yang baik. Pesantren jenis ini 

mengajarkan pelajaran umum di madrasah dengan sistem klasikal dan 

membuka sekolah-sekolah umum di lingkungan pesantren”. 

Dari pendapat Nafis tersebut, Pondok Pesantren modern merupakan 

Pondok Pesantren yang telah menyesuaikan diri  dengan sistem sekolah demi 

memenuhi kebutuhan global dan tuntutan perkembangan. Sebagai 

konsekwensinya Pondok Pesantren tersebut perlu menyesuaikan 

kurikulumnya dengan kurikulum pemerintah atau kurikulum pendidikan 

naional sebagaimana yang terlihat pada beberapa Pondok Pesantren yang 

dengan menyelenggarakan pendididkan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, 

dan Aliyah atau yang menyelenggarakan pendidikan umum seperti SD, SMP, 

SMA/SMK  bahkan sampai Perguruan Tinggi.  

3) Pondok Pesantren Komprehensif. 

     Seiring dengan laju perkembangan masyarakat maka pendidikan pesantren 

baik tempat bentuk hingga substansi telah banyak mengalami perubahan. 

Pesantren tak lagi sesederhana tetapi telah mengalami perubahan sesuai degan 

pertumbuhan dan perkembangan zaman. Oleh sebab itu Pondok Pesantren 

Komprehensif merupakan Pondok Pesantren yang memdukan antara 
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pendidikan agama dengan pendidikan nasional dengan tetap mempertahankan 

pengajaran kitab kuning. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ghazali 

(3003:15) bahwa: “Sistem pesantren ini disebut komprehensif merupakan 

sistem pendidikan dan pengajaran gabungan antara yang tradisional dan yang 

modern. Artinya didalamnya diterapkan pendidikan dan pengajaran kitab 

kuning dengan metode sorogan, bandongan dan watonan, namun secara 

regular sistem pesekolahan terus dikembangkan”.  

d. Metode Pembelajaran. 

Menurut Mastuhu (1994: 104), Metode yang digunakan di pesantren dalam 

pengajaran kitab kuning ada empat, yaitu Sorogan, bandongan, halaqoh dan 

hapalan. Sedangkan Abdullah Syukri Zarkasyi berpandangan bahwa metode 

yang dominan diterapkan pada lembaga pendidikan pesantren adalah metode 

sorogan dan bandongan, disebabkan oleh sarana yang masih belum memadai. 

Sedangkan pada pesantren yang telah maju, telah mengakomodasi metode-

metode modern, hal ini selain disesuaikan dengan keinginan para pengelola 

pesantren, juga disebabkaan oleh tuntutan perkembangan dan tersedianya 

sarana yang memadai (Zarkasyi, 2005: 77).  

       Dari penyampaian Abdullah Syukri Zarkasyi dapat dipahami bahwa 

penggunaan masing masing metode, sangat tergantung dari jenis pesantren 

yang menjalankannya. Metode Sorogan dan bandongan merupakan metode 

yang banyak dijalankan di beberapa Pesantren Salafi, sedangkan metode yang 

lainnya seperti halaqoh, hapalan dan muzakarah banyak diterapkan di pondok 

pesnatren khalafi atau modern.  
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         Berkaitan dengan metode pembelajaran, peneliti mencoba membagi 

metode pengajaran di Pondok Pesntren menjadi dua yaitu Metode 

Pembelajaran tradisional dan Metode Pembelajaran modern. 

1) Metode Pembelajaran Tradisional.  

Metode tradisional seperti sorogan dan bandongan merupakan metode 

yang dilaksanakan oleh beberapa pesantren salaf sejak awal dengan 

mengajarkan kitab kuning atau kitab-kitab agama yang ditulis oleh para 

ulama abad pertengahan. 

a) Metode Sorogan. 

Metode sorogan merupakan salah satu metode pengjaran yang digunakan 

oleh pesantren salaf. Adapun tehnis pelaksanaannya menurut (Hasbullah, 

1999: 50-51): “Para Santri belajar secara bersama-sama dihadapan kiyai, 

kemudian mereka antri menunggu giliran masing-masing, dengan system 

pengajaran ini, terjadi hubungan yang harmonis antara kyai dengan santri, 

sebab kyai dapat mengenal kemampuan santri secara satu persatu”.  

Sementara itu Abdullah Syukri Zarkasyi menjelaskan Metode sorogan:  
sebagai bentuk pengajaran yang bersifat individual, dimana para santri 
secara satu persatu menghadap kyai dengan membawa kitab kitab tertentu. 
Selanjutnya kyai membacakan kitab tersebut beberapa baris dengan 
menterjemahkannya kedalam bahasa jawa. Setelah kyai selesai membaca 
kitab, para santri disuruh membacanya secara bergiliran (Zarkasyi, 2005: 
73). 

  
     Menurut Arifin (1991: 38).  Metode Sorogan merupakan bentuk metode 

yang dianggap rumit, dikarenakan metode tersebut memerlukan kesabaran, 

kerajinan, dan kedisiplinan santri secara pribadi. Dengan demikian 

keberhasilan dalam metode ini sangat ditentukan oleh ketaatan santri   

terhadap kyainya,   
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      Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa sistem sorogan merupakan 

belajar secara individual, dimana seorang santri berhadapan dengan seorang 

guru untuk didengarkan bacaannya. Dengan sistem ini seorang dapat 

mengawasi, menilai dan membimbing kemampuan setiap santri dalam 

penguasaan materi.   

b) Metode Wetonan/bandongan.  

      Menurut Zarkasyi, (2005:74). Metode Wetonan adalah cara belajar secara 

berkelompok yang diikuti oleh para santri dengan menterjemahkan kalimat 

demi kalimat dari kitab yang dipelajarinya. Bentuk pelaksanaannya adalah 

dimana seorang kyai membacakan kitab tertentu, sedangkan para santri 

mendengarkan dan menyimak bacaan kyai. Metode ini bisa dikatakan metode 

bebas, karena tidak terdapat sisitim evaluasi dan perjenjangan (kenaikan 

tingkat).  

Menurut Sarijo (1989 ; 108):   

     Metode Wetonan identik dengan metode kuliah, yaitu para santri 
mengikuti   pelajaran secara duduk di sekeliling kyai yang menerangkan 
secara kuliah dan para santri menyimak kitab masing-masing dan 
membuat catatan padanya. Metode ini berasal dari kata wektu (jawa) yang 
berarti waktu, karena pengajaran ini diberikan pada waktu-waktu ter tentu, 
biasanya pada saat sebelum dan setelah melaksanakan shalat fardhu.   

 
      Dengan demikian metode wetonan lebih bersifat umum dibandingkan 

dengan metode sorogan, kalau dalam metode sorogan seorang kyai 

mengawasi, menilai dan membimbing kemampuan seorang santri dalam 

menguasai materi yang dipelajari. Sedangkan dalam metode wetonan seorang 

kyai memeberikan pengajaran kitab secara umum dan tidak mengawasi 

pemahaman santri.   
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c) Metode pembelajaran modern. 

      Terdapat beberapa metode pembelajaran modern sebagaimana yang 

disampaikan Abdullah Syukri seperti metode halaqoh, bandongan, hapalan, 

Muhawarah, mudzakarah dan metode metode majlis taklim.  

      Dibawah ini akan dijelaskan pengertian masing masing metode sebagai 

berikut: Metode halaqah adalah metode yang mirip dengan bandongan. 

metode ini merupakan metode diskusi. Diskusi yang dilakukan bukan untuk 

mempertanyakan kemungkinan benar atau salahnya apa yang diajarkan oleh 

kiyai, akan tetapi diskusi dimaksudkan untuk memahami makna yang 

terkandung dalam  kitab yang diajarkan  oleh kiyai.  

      Metode hapalan dalah merupakan metode dimana para santri diharuskan 

menghapal beberapa materi dalam suatu kitab untuk diperdengarkan kepada 

kiyai. Metode muhawarah merupakan suatu kegiatan yang melatih para santri 

untuk melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa Arab. Metode ini 

biasanya dilakukan pesantren satu kali dalam satu minggu atau dua kali 

dalam satu minggu.   

      Adapun metode mudzakarah merupakan suatu kegiatan pertemuan lmiah 

yang diikuti para santri secara khusus membahas masalah-masalah diniyah 

seperti masalah ibadah, akidah serta masalah-masalah keagamaan secara 

umum. Dan Metode majelis ta’lim adalah suatu metode yang menggunakan 

media penyampaian ajaran islam yang bersifat umum dan terbuka. Biasanya 

para peserta pengajaran (pengajian) terdiri dari berbagai lapisan dengan latar 

belakang pengetahuan yang beragam, begitu juga dengan tingkatan usia dan 

jenis kelaminnya (Zarkasyi, 2005: 75 - 77). 
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B. Kerangka berfikir  

     Suatu kebijakan tidak pernah memberikan makna apabila kebijakan tersebut 

tidak diimplementasikan kepada target kebijakan. Karena implementasi kebijakan 

merupakan proses nyata yang akan dirasakan langsung oleh target kebijakan 

tersebut. Demikian pula halnya dengan Kebijakan pemerintah tentang Pendidikan 

berbasis masyarakat yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Bayan tidak 

akan pernah memberikan makna kecuali setelah diimplementasikan kepada target 

kebijakan.  

      Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa implementasi 

Pendidikan Bebasis Masyarakat di Pondok Pesantren Nurul Bayan. Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan kualitatif dengan metode 

diskriftif. Tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik 

observasi, wawancara, dan documentasi.  

      Dalam melakukan wawancara, peneliti  melibatkan informan kunci yaitu 

Pimpinan Pondok Pesantren, kepala sekolah Tsanawiyah, Direktur Tarbiyatul 

Muallimin Al-Islamiyah dan sekrtris Pondok Pesantren Nurul Bayan. Sedangkan 

untuk  analisis data, langkah-langkah yang diambil adalah Mereduksi, Memahami 

dan Menguji data dengan menganalisis data yang telah terorganisir, dan langkah 

terakhir menginterpretasikan apa-apa yang diperoleh dari setiap analisis 

pertanyaan penelitian dan menarik kesimpulan.  

Untuk mengetahui implementasi Pendidikan Berbasis masyarakat di Pondok 

Pesantren Nurul Bayan, peneliti mencoba melihat indikator yang diberikan oleh  

Aris Pongtuluran, dan Theresia K. Brahim tentang indikator Pendidikan berbasis 

Masyarakat. 
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       Konsep Edwards III tentang implementasi digunakan sebagai pedoman untuk 

mengetahui seberapa jauh elemen-elemen yang dirumuskan Edward III 

memberikan pengaruh terhadap keberhasilan implementasi Pendidikan Bebasis 

Masyarakat di Pondok Pesantren Nurul Bayan. Menurut Edwards III ada empat 

variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (Communications), Sumber 

Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi 

(bureucratic structure). Hasil penelitian ini berupa laporan diskriftif tentang 

implementasi Pendidikan Berbasis masyarakat di Pondok Pesantren Nurul Bayan 

sebagaimana terlihat pada gambar kerangka berpikir dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kerangka Berpikir.  

Sumber; Dielaborasi dari Edward III, 1980. 
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C. Difinisi Operasional 

Implementasi:  

      Pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang Pendidikan berbasis  masyarakat 

melalui kegiatan pendidikan dengan melibatkan beberapa pihak yang 

berkepentingan demi tercapainya suatu tujuan. 

PBM (Pendidikan berbasis masyarakat):  

Penyelenggaraan pendidikan di pondok Pesantren, sebagai perwujudan 

pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. 

Kebijakan publik:   

      Suatu keputusan pemerintah yang ditetapkan dalam bentuk peraturan atau 

undang-undang untuk ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan 

kepada target kebijakan.  

Pondok Pesantren:  

      Tempat tinggal kiyai bersama para santrinya dengan sisitim asrama untuk 

menjalani beberapa kegiatan dan aktifitas yang berkaitan dengan kehidupan 

individu, social dan pendidikan.   

Pendekatan PBM:  

      Kegiatan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Nurul Bayan dalam rangka 

pelaksanaan Pendidikan berbasis masyarakat dengan menggunakan beberapa 

pendekatan baik yang bersifat internal maupun ekternal.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian  

      Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan kualitatif 

dengan metode diskriftif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran 

secara komperhensif tentang implementasi Pendidikan Berbasis Masyarakat di 

Pondok Pesantren Nurul Bayan apa adanya. Untuk mempermudah dan 

memperlancar tercapainya tujuan penelitian, maka dilakukan kegiatan observasi 

lapangan, pelaksanaan wawancara dan didukung dengan  metode dokumentasi.  

B. Pemilihan Informan   

      Dalam menentukan informan, peneliti memilih informan yang banyak 

mengetahui dan menguasai permasalahan yang diteliti, dengan harapan agar 

informan dapat memberikan gambaran tentang beberapa hal yang berkaitan 

dengan implementasi pendidikan berbasis masyarakat di Pondok Pesantren Nurul 

Bayan. Adapun yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah:  

Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Bayan, kepala Madrsah Sanawiyah Direktur 

Tarbiyatul Muallimin Al- Islamiyah dan Sekretaris Pondok.   

C. Instrumen   penelitian   

       Dalam penelitian ini, peneliti terjun ke lapangan dan berusaha mengumpulkan 

data dan imformasi dan berusaha untuk dapat memproses data stersebut dan 

selanjutnya memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasikan dan 

mengikhtisarkan data. Sedangkan untuk memudahkan peneliti dalam 

mengumpulkan data dan informasi, instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini dalam rangka memperoleh data primer adalah dengan menggunakan instrumen 
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wawancara terarah dengan menyiapkan  pedoman wawancara. Sedangkan untuk 

data skunder, peneliti menggunakan instrumen pedoman review dokumen. 

Oleh sebab itu untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data dan 

informasi, peneliti membawa alat bantu berupa kamera tape recorder, pedoman 

wawancara dan alat tulis. Sedangkan untuk pedoman wawancara terdiri dari: 

Daftar pertanyaan Indikator Implementasi, Daftar Pertanyaan indicator PBM, dan 

Daftar Pertanyaan tentang sejarah dan perkembangan pondok Pesantren Nurul 

Bayan. 

D. Jenis dan Sumber Data 

“Data adalah unsure paling penting dalam penelitian. Semua penelitian 

mengandung data. Tanpa data penelitian akan mati dan tidak bisa disebut sebagi 

penelitian. Begitu pula dengan kualitas penelitian, sangat ditentukan oleh data 

yang kita kumpulkan. Jika kualitas data buruk, tidak valid, tidak reliable, maka 

hasil penelitian kita pun akan buruk. Sesuai dengan ungkapan garbage in garbage 

out maka jika data yang kita olah tidak jelas, hasilnyapun tidak jelas. (Irawan, 

Prasetya: 2009: 5.2). Melihat dari sumbernya, maka data yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder.    

1. Data Primer. 

     Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti sebagaimana yang disampaikan Irawan, bahwa “data 

primer adalah data yang diambil langsung, tanpa perantara dari sumbernya. 

Sumber ini dapat berupa benda-benda, situs atau manusia” (Irawan, 2009: 5.4).  
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      Dalam penelitian data primer diperoleh melalui wawancara dengan  Pimpinan 

Pondok, Kepala sekolah Sanawiyah, Direktur Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah 

Nurul Bayan dan Sekretaris Pondok.  

2. Data Sekunder. 

     Data skunder merupakan data yang mendukung pembahasan yang bisa 

diperoleh dari dokumen-dokumen seperti laporan, karya tulis orang lain, Koran, 

atau majalah. Menurut Prasetya Irawan adalah; “Data skunder adalah data yang 

diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data skunder biasanya diambil dari 

dokumen-dokumen (laporan, karya tulis orang lain, Koran, majalah). Atau 

seseorang mendapat informasi dari “orang Lain” Orang lain inilah yang 

mendapatkan data primer. Bila orang lain ini bercerita kepada kita maka kita 

mendapatkan data skunder”. (Irawan, Prasetya 2009: 5.5) 

     Walaupun sudah tersedia data sekunder secara fisik, akan tetapi dalam 

melengkapi data peneliti berusaha melengkapi dengan mengumpulkan beberapa 

dokumen penting yang sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh sebab itu data 

sekunder diperoleh dari Pondok Pesantren berupa dokumen dari Sekretaris 

Pondok, Lembaga TMI(Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah), Madrasah Aliyah 

dan Madrasah Sanawiyah atau lembaga terkait yang berhubungan dengan 

penulisan ini. 

E. Prosedur  Pengumpulan Data.  

     Tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik observasi, 

wawancara, dan documentasi. Berikut ini akan dijelaskan masing masing tehnik 

sebagai berikut:  
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1. Pengumpulan data Primer.  

     Wawancara adalah “sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

(interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewer), 

interviu digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk 

mencari data tentang variabel latar belakang murid, orang tua, pendidikan, 

perhatian, sikap terhadap sesuatu” (Arikunto. 2008: 155).  

      Terdapat dua jenis wawancara: 1). wawancara mendalam di mana peneliti 

menggali informasi secara mendalam dengan terlibat langsung dengan kehidupan 

informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang 

disiapkan sebelumnya sehingga suasananya hidup, dan dilakukan berkali-kali; 2) 

wawancara terarah di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang 

telah disiapkan sebelumnya. (Diambil 8 Agustus 2011 dari, http://www. 

mudjiarahardjo. com/materi- kuliah/336. html?task=view

     Dalam pengumpulan data Primer ini, peneliti melakukan wawancara langsung 

dengan  Pimpinan Pesantren, kepala sekolah Tsanawiyah, Direktur Tarbiyatul 

Muallimin Al- Islamiyah Nurul Bayan dan Sekretaris  Pesantren.  

).   

2. Pengumpulan Data Sekunder. 

      Tehnik yang dilakukan dalam mengumpulkan data sekunder adalah dengan 

menggunakan tehnik dokumentasi yang merupakan bahan acuan dan data awal 

dalam melakukan wawancara dengan mengadakan penelusuran lebih jauh tentang 

fenomena yang terjadi dalam data yang ada melalui observasi dan wawancara dan 

sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan pembanding dari informasi yang 

diperoleh dari observasi dan wawancara.  
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      Dengan demikian Peneliti berusaha mengkaji dan menganalisa beberapa 

program dan kegiatan Pondok pesantren dan UU yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat di pondok pesantren Nurul Bayan 

dikaitkan dengan kesesuaian pelaksanaan tiga standar yaitu standar guru, 

kurikulum dan sarana prasarana dengan standar nasioanal pendidikan. 

      Untuk kepentingan tersebut, peneliti  mengumpulkan beberapa dokumen yang 

relevan untuk mendukung data penelitian yang diperoleh dari  Pondok Pesantren 

berupa dokumen dari Sekretaris Pondok, Lembaga TMI, Madrasah Aliyah dan 

Madrasah Tsanawiyah. 

F. Metode Analisa Data.   

          Menurut Prasetya Irawan (5.23- 5.29), Langkah-langkah dalam  analisa data 

adalah sebagi berikut:  

1) Pengumpulan data mentah 

Sebagaiman disebutkan terdahulu, bahwa dalam pengumpulan data 

mentah, dilakukan dengan  wawancara dengan beberapa informan, 

observasi lapangan dan kajian pustaka dengan menggunakan alat bantu 

seperti tape recorder dan kamera. 

2) Mentrranskrip data. 

Pada langkah ini peneliti berusaha mengubah catatan yang diperoleh 

dari imforman baik dari hasil rekaman atau catatan tulisan tangan  ke 

bentuk tertulis.  

3) Pengkodingan data. 
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Membaca ulang seluruh data yang sudah di trannkrip dengan harapan 

untuk menemukan hal-hal penting yang diupayakan untuk dibuat kata 

kuncinya.  

4) Pengkatagorian data. 

Menyederhanakan data dengan mengikat kata-kata kunci dalam 

katagori. 

5) Penyimpulan Sementara. 

Membuat kesimpulan sementara dengan tetap berdasarkan pada data 

yang diperoleh.  

6) Triangulasi. 

Merupakan proses chek and recheck antara satu sumber data dengan 

sumber data lainnya dengan memperhatikan dan mengakomodasi 

semua pendapat dari setiap informan. 

7) Penyimpulan akhir. 

Membuat  pernyataan umum dan logis yang ditarik dari beberapa kasus, 

dan menunjukkan pola yang menggambarkan ciri-ciri kasus-kasus 

tersebut.  
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BAB V 

 SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Implementasi Kebijakan PBM di PP Nurul Bayan telah berjalan sesuai 

dengan amanat undang-undang no 20 tahun 2003 pasal ayat 16. Dengan 

menggunakan pendekatan internal dan ekternal.  Pelaksanaan standar 

isi, standat guru dan standar sarana prasarana telah berjalan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Untuk kualifikasi akademik guru 

mengacu pada  Permendiknas No 22 Tahun 2006, dan  Permendiknas 

No 9 tahun 2005  walaupun secara kenyataan diatara guru belum semua 

bekualifikasi S 1. Sedangkan Sarana dan Prasarana sesuai dengan 

Permendiknas No 24 Tahun 2007. Beberapa faktor yang diberikan oleh 

Edwards III seperti komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur 

birokrasi tidak demua memberikan pengaruh pada keberhasilan 

implementasi Kebijakan PBM di Pondok Pesantren Nurul Bayan, 

namun juga dipengaruhi oleh faktor lain yaitu faktor lingkungan dan 

faktor motivasi.      .    

2. Untuk Kinerja Output Pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Bayan, 

dapat  dapat dilihat dari tingkat kelulusan siswa pada jenjang MTs dan 

MA untuk 2 tahun terakhir yaitu TA  2009 – 2010 dan TA 2010 – 2011 
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menunjukkan hasil yang cukup baik.  Sedangkan kegiatan alumni selain 

melanjutkan studi di beberapa Perguruan Tinggi dalam negeri dan luar 

negeri, mereka juga berhidmat dan bekerja di berbagai lapangan 

kegiatan seperti menjadi guru mengaji di kampung-kampung, guru  

MTs  dan Pondok Pesantren,  da’i, pedagang dan pengusaha. 

B. Saran 

1. Berdasarkan hasil penelitian, bebebrapa upaya yang telah dilakukan 

Pondok Pesantren dalam melaksanakan kebijakan pemerintah tentang 

PBM namun perlu perhatian semua pihak baik dari Pondok Pesantren 

sendiri maupun lembaga terkait.   

a. Pondok Pesantren  

Diperlukan upaya-upaya peningkatan dan pengembangan guru-guru 

bidang studi umum, karena sampai saat ini masih menggunakan guru-

guru dari beberapa sekolah negeri. Untuk itu para guru perlu diberikan 

kesempatan untuk mengembangkan dirinya dengan pemberian 

beasiswa, agar pada gilirannya Pondok Pesantren bukan saja memiliki 

tenaga agama yang handal tapi juga memiliki tenaga-tenaga umum 

yang memadai. Selain itu diharapkan agar bisa mempertimbangkan 

alokasi waktu untuk kurikulum Diknas sehingga diharapkan dapat 

berjalan sesuai dengan harapan dan tuntutan pendidikan nasional. 

b. Dikpora, Depag dan Pemda  kabupten Lombok Utara,  

Agar bisa memberikan perhatian kepada lembaga-lembaga pendidikan 

swasta khususnya PP Nurul Bayan dengan memberikan bantuan  

berupa tenaga pengajar, kelengkapan sarana dan prasarana terutama 
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ruang kelas sehingga pelaksanaan PBM di Pondok Pesantren tersebut 

dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.  

2. Perlu ada penelitian lanjutan untuk mengetahui dan mengkaji lebih jauh 

tentang implementasi kebijakan-kebijakan Pendidikan sehingga akan dapat 

memberikan masukan berharga bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan 

khususnya dalam ilmu administrasi publik.  
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Lampiran 1:   Jadwal kegiatan Penelitian 

Jadwal kegiatan Penelitian di Pondok pesantren Nurul Bayan  
kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. 

 

NO INFORMAN HARI/TGL WAKTU TEMPAT 
1 Pimpinan 

pondok   
  

10 Dec 2011 
 
12 Dec 2010 
08 Juni  2010  

9.00 – 11.30  
 
14.00 – 15.30  
9.00 – 10.30  
 

Rumah pimpinan  
 
Rumah pimpinan  
Rumah pimpinan 

2 Diretur TMI 09 Dec  2010 8.30 -  11.00 Kantor TMI 
3 Kepala 

Sanawiyah  
  
 

17 Dec 2010 
18 Dec 2010 

9.00 -  11.00  
8.30  - 11.00 

Kantor TMI 
Kantor TMI   

4 Sekretaris  
Pondok 
 

15 Dec 2010 
26 Dec 2010 
 
08 Juni  2010 

9.00 -    11.00 
9.00  -   11.30  
16.00 -  17.30 
09.00 – 12.00 
 

Kantor TMI 
Ruang Tamu 
Kantor TMI 
Rumah pimpinan 
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Lampiran 2 :  Pedoman Wawancara  

PEDOMAN WAWANCARA 

A. pertanyaan Indikator Implementasi:  
1. Apakah kebijakan pemerintah tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat telah 

dipahami oleh para ustadz di pondok pesantren ini?  

2. (kalau belum), Apakah  ada langkah langkah yang diambil pesantren dalam 

rangka sosialisasi kebijakan pemerintah tersebut?  

3. Menurut bapak, pemerintah telah memberlakukan Standar nasioanal   

pendidikan, Apakah dengan diberlakukan Standar nasioanal pendidikan telah 

sesuai dengan prinsip dan kultur pondok? kenapa?  

4. Pelasanakan PBM masih terkait dengan aturan pemerintah berupa Standar 

nasional Pendidikan. Bagaimana pendapat bapak tentang hal tersebut ?  

5. Dalam pelaksananPendidikan Berbasis Masyarakat terdapat 8 Standar 

nasioanal pendidikan Apakah 8 standar tersebut   sudah bisa dijalankan, atau  

belum?  kenapa?  

6. Menurut bapak dalam melaksanakan Standar nasioanal pendidikan, apakah 

ada kendalanya yang dihadapi? (kalau ada) Apa kendalanya? Bagaimana 

mengatasinya?   

7. Bagaimana komitmen pihak pesantren untuk menjalankan Standar Nasioanal 

Pendidikan pada Pendidikan Berbasis Masyarakat?  

8. Bagaimana bentuk Kurikulum yang dilaksanakan dipesantren ini? Apakah 

kurikulum pendidikan nasional sudah dapat berjalan dengan baik atau belum?  

9. Menurut bapak, Apakah jumlah tenaga pengajar (ustadz) sudah memadai        

secara kualitas dan kuantitas sesuai dengan aturan pemerintah? (kalau belum) 

kenapa?  

10. Apakah sarana dan prasarana pendidikan sudah cukup memadai?  apa saja 

yang  sudah tersedia, dan  apa saja yang belum tersedia?.     

11. Menurut bapak, apakah pelaksanaan Standar nasioanal pendidikan 

menguntungkan atau merugikan pondok? (kalau merugikan/menguntungkan) 

apa kerugian dan keuntungannya?  

12. Dengan banyaknya materi pondok yang harus diajarkan di pondok bapak,   

apakah pemberlakuan Standar nasioanal pendidikan tidak mengganggu proses 
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belajar mengajar atau kegiatan lain? (kalau mengganggu), apa gangguannya? 

dan solusi apa yang bapak ambil? . 

13. Apakah  ada pengontrolan dari pihak pimpinan pondok atau kepala sekolah  

dalam Pelaksanaan PBM?  

14. Apakah terdapat pola-pola hubungan dalam struktur birokrai di podok 

pesanten Nurul Bayan? 

15. Bagaimana hubungan antara pondok pesantren dengan Dikpora? Apakah ada 

pembinaan dari Dikpora? Kapan?  

16. Bagaimana hubungan antara pimpinan Pesantren, Kepala sekolah dan para 

pengajar?  

17. Agar kegiatan di pesantren ini berjalan dengan baik, diperlukan SOP (Standar 

Operasional Prosudur). Apakah pihak pesantren telah memiliki? 

18. Apakah sudah ada pembagian tugas diantara para pelaksana kebijakan di 

pondok pesantren? Bagaiman bentuk pembagian tugas tersebut?  

19. Apa harapan pesantren dalam rangka pengembangan dan kemjuan pendidikan 

berbasis Masyarakat di pesantren ini?  

B. Daftar Pertanyaan indicator PBM  

1. Apakah ada upaya pesantren untuk menurunkan angka anak usia sekolah 

yang tidak bersekolah. Apakah pesantren memberikan bantuan beasiswa bagi 

siswa yang kurang mampu? Apa bentuk bantuan yang diberikan? 

2. Apa yang dilakukan pesantren dalam menanggulangi ketimpangan antar 

kelompok social ekonomi?  

3. Bagaimana upaya pesantren dalam mengatasi kekurangan guru? Apakah para 

guru diberikan insentif? Berapa? Apakah pernah diadakan pemindahan tugas 

guru dari satu tugas ketugas lain? Bagaiman caranya? 

4. Apa yang dilakukan pesantren dalam Peningkatan sarana/prasarana 

pendidikan? Dari mana sumber pendanaanya? Apakah ada bantuan dari luar 

pesantren? Bagaimana bentuk bantuan tersebut? 

5. Apa yang dilakukan pesantren dalam meningkatkan social ekonomi para wali 

murid yang berpengahsilan rendah? 

6. Bagaimana mengarahkan wali murid agar dapat membantu anak anak mereka 

belajar dengan baik? 
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7. Bagaimana menyadarkan siswa agar tertarik dalam bidang studi tertentu? Apa 

upaya yang dilakukan pihak pesantren?   

8. Apa yang dilakukan pesantren dalam meningkatkan kemampuan guru dalam 

pendayagunaan alat dan sumber pendidikan. 

9. Apa saja jenis sumberdaya pendidikan yang ada di pesantren? Apa sudah 

didokumentasikan?  

10. Apakah sumberdaya pendidikan yang ada telah sesuai dengan kebutuhan 

pesantren?  

11. Apakah pesantren sudah mengidentifikasi sumberdaya pendidikan baik 

perorangan atau lembaga? 

C. Tentang sejarah dan perkembangan pondok. 

1. Kapan pondok ini didirikan? siapa pendirinya?  

2. Kenapa Pondok Ini dinamakan   Nurul Bayan?  

3. Tolong bapak ceritakan sejarah berdirinya dan bagaimana perkembangannya?  

4. Menurut bapak, apa yang melatar belakangi pendirian pondok ini?, apa misi, 

visi dan tujuannya?  

5. Bagaimana sisitim pembelajaran di pondok ini?  

6. Metode Pembelajaran apa saja yang digunakan di pondok ini?  

7. Pertanyaan untuk Ibu H Mudrikah Salamah:  

7.1. Siapa nama bapaknya Abdul Karim ? kalau ibu nama lengkapnya? Berapa 

saudaranya Abdul Karim? Apa pekerjaan bapak dan ibu pada saat itu?  

7.2.Dimana Abdul Karim belajar agama pertama kali? Dimana saja bapak  
mengajar pada saat itu?  
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Lampiran 3 :  Jawaban Responden  
 

JAWABAN RESPONDEN 

A. Jawaban  Pimpinan Pesantren tentang  indicator PBM 

1. Apakah ada upaya pesantren untuk menurunkan   angka anak usia   sekolah 
yang tidak bersekolah. Apakah pesantren memberikan bantuan beasiswa 
bagi siswa yang kurang mampu? Apa bentuk bantuan yang diberikan?  

 
Upaya yang dilakukan pesantren dalan rangka menurunkan angka anak usia 

sekolah yang tidak bersekolah dengan menugaskan beberapa  guru yunior 

pesantren  secara terjadwal untuk membimbing dan mengajar anak-anak usia 

sekolah sekitar pesantren untuk belajar membaca Alqur’an  dengan harapan dapat 

terotivasi untuk melanjutkan studi di pesantren , karena persyaratan  khusus  yang 

diberlakukan pesantren adalah bahwa setiap calon siswa yang ingin belajar 

dipesantren Nurul Bayan harus lulus dalam test Alquran selain test bahasa 

Indonesia , matematika, menulis arab dan psycho test. 

Bagi para siswa yang sudah belajar di pesantren dan memiliki ekonomi 

lemah, pesantren memberikan keringanan dengan memberikan keringan dalam 

pembayaran iuran pondok. Mereka yang kurang mampu diberikan keringanan 

dengan membayar setengah dari nilai yang sudah ditentukan (yaitu sejumlah Rp 

60.000,- perbulan).bahkan mereka yang tergolong sangat tidak mampu 

dibebaskan dari  pembayaran iuran.  

Untuk mengetahui para siswa yang dianggap kurang mampu yaitu dengan 

melihat tunggakan mereka dan setelah itu mengundang orang tua mereka untuk 

datang ke pondok, dan apabila ternyata orang tua mereka betul-betul tidak mampu 

maka anak tersebut berhak mendapat bantuan atau keringanan dengan 

persetujauan pimpinan pesantren. Selain bantuan langsung yang diberikan 

pesantren, pesantren juga menyalurkan bantuan pemerintah beruapa BSM 

(Bantuan Sosial Miskin) kepada siswa yang kurang mampu.  

2. Apa yang dilakukan pesantren dalam menanggulangi ketimpangan antar 
kelompok social ekonomi?  

Dalam upaya menanggulangi ketimpangan antar kelompok social ekonomi, 

pesantren menyalurkan dana BSM kepada siswa yang kurang mampu dengan 

sepengetahuan wali murid masing-masing. Selain itu pihak pesantren juga 
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melibatkan para wali murid atau santri yang membutuhkan pekerjaan dengan ikut 

mengambil bagian pada usaha kelapa dan peternakan.  

Untuk peternakan  saat ini pesantren memiliki usaha peternakan sapi dan itik. 

Untuk pemeliharaan itik petelur, pesantren menugaskan beberapa santri untuk 

memelihara itik dengan catatan bahwa hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan 

santri untuk meringankan beban hidupnya di pesantren. Dan untuk pemeliharaan 

itik petelur ini, berada didalam komplek pesantren. Adapun peternakan sapi, 

pesantren memberikan kesempatan kepada wali murid yang membutuhkan dengan 

sistim bagi hasil. Setiap  wali murid dapat memelihara 2 sampai dengan 3 ekor 

sapi dirumah masing-masing. Saat ini pesantren memiliki 37 ekor sapi yang ada di 

pelihara oleh 13 orang.  

3. Bagaimana upaya pesantren dalam mengatasi kekurangan guru? Apakah 
para guru diberikan insentif? Berapa? Apakah pernah diadakan pemindahan 
tugas guru dari satu tugas ketugas lain? Bagaiman caranya?. 

 
Masalah yang dihadapi pesantren adalah kurangnya tenaga guru yang 

professional khususnya guru guru bahasa Arab dan ilmu ilmu agama, karena 

pengajaran agama diajarkan dengan menggunakan bahsa Arab , Oleh sebab itu 

untuk mengantisipasi hal tersebut telah dibuka program ma’had Ali bekerjasama  

dengan universitas  Nurul Hakim dengan membuka fakultas Tarbiyah jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab. Selain itu langkah yang diambil pesantren sekaligus 

merupakan langkah antisifasi yaitu dengan mengirim para lulusan pesantren /para 

guru untuk melanjutkan studi di beberapa perguruan tinggi di beberapa pesantren 

di Jawa seperti   di ISID (Institut Studi Islam Darussalam) di Gontor   dan IDIA di 

Madura untuk  menempuh program  S 1 dan S 2. Sedangkan untuk guru guru pada 

bidang studi Umum tidak terlalu banyak kendala karena pihak pesantren telah 

memanfaatkan tenaga tenaga guru dari luar pondok yang memiliki  kwlifikasi  

sesuai dengan jenjang.  

Di pesantren ini guru diberikan insentif (ihsaniyah). Pemberian Ihsaniyah 

diberikan sesuai dengan pengabdian dan bukan di sesuaikan dengan jumlah jam 

mengajar. Pengabdian yang dimaksud disini adalah lama pengabdiannya 

dipesantren dan tingkat keilmuannya. Sehingga penerimaan ihsaniyah masing 

masing guru sangat ditentukan oleh pengabdiannya dan sebagai penentu dalam 

memberikan ihsaniyah ini ditentukan oleh pimpinan pesantren. 
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Untuk pemindahan tugas guru, pihak pesantren tetap melaksanakan hal ini 

karena menurut pimpinan pesantren, guru di pondok pesantren Nurul Bayan 

mempunyai tiga peran yaitu peran sebagai pengajar, peran sebagai 

santri/mahasiswa(agar terus belajar sepanjang hayat), dan peran sebagai petugas 

operasional lembaga  dengan menugaskan para guru di beberapa bagian yang ada 

di pesantren seperti bagian pembangunan, peternakan, Tata Usaha, pengajaran, 

pengasuhan dan lain-lain. Hal terssebut dimaksudkan untuk cross-duty bagi para 

guru agar nantinya dapat dijadikan pelajaran dan pengalaman setelah mereka 

terjun ke masyarakat.  

4. Apa yang dilakukan pesantren dalam Peningkatan sarana/prasarana 
pendidikan? Dari mana sumber pendanaanya? Apakah ada bantuan dari 
luar pesantren? Bagaimana bentuk bantuan tersebut?. 

 
Peningkatan sarana dan prasaran di pesantren merupakan program jangka 

panjang pesantren yang dilakukan pesantren setiap waktu tanpa berhenti. Menurut 

pimpinan pesantren setiap tahun dana yang dikeluarkan tidak kurang dari 200 juta. 

Sedangkan sumber dannya berasal dari dana pemerintah seperti dana stimulan, 

block grand, dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), bantuan Dunia Islam 

(Haiatul Igosah Al-Islamiyah) dan selain itu diperoleh dari para anshor pondok 

dan para muhsinin yang diperoleh dari para wali murid, para keluarga besar haji 

baik dalam bentuk infaq, sadaqoh dan zakat.  

Untuk dana donatur ini tidak kurang dari 100 juta untuk setiap tahunnya. 

Adapun bentuk bantuan yang diterima pesantren selain dalam bentuk uang, juga 

diterima dalam bentuk material seperti pasir, batu bata, bata merah dan semen. 

5. Apa yang dilakukan pesantren dalam meningkatkan social ekonomi  para 
wali murid yang berpengahsilan rendah?  

 
Dalam upaya meningkatkan social ekonomi para wali murid yang 

berpenghasilan rendah, pihak pesantren telah memberikan kesepatan kepada para 

wali murid yang membutuhkan yang berada disekitar pesantren untuk beternak 

sapi milik pesantren dengan cara bagi hasil.   

6. Bagaimana mengarahkan wali murid agar dapat membantu anak anak 
mereka belajar dengan baik? 

 
Dalam mengarahkan wali murid agar putra-putri mereka bisa belajar dengan 

baik, pesantren mengadakan beberberapa kegiatan diantaranya; a. Musyawarah 

13/40979

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



Bulanan untuk para wali murid yang dikemas dalam bentuk pengajian yang 

dilakukan setiap bulan. b. Pertemuan rutin yang diadakan 3 kali dalam satu tahun 

yaitu pada pertemuan awal tahun, pertemuan akhir tahun dan pada pertemuan 

pembagian raport sekolah. Pada kesempatan ini dimanfaatkan untuk memberikan 

pengarahan, masukan, motivasi dan evaluasi bagi perkembngan putra putri 

mereka.    

7. Apa upaya yang dilakukan pihak pesantren dalam mengarahkan santri agar 

tertarik dalam bidang studi tertentu?   

Untuk memberikan kesadaran kepada para santri dalam bidang studi tertentu, 

pesantren telah membuat program Kompil (Kompetensi Pilihan) dengan 

memanfaatkan jam siang (dari jam 2.00 s/d jam 3.30). Dalam Kompil ini 

diberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk memilih satu diantara bidang 

studi yang di siapkan seperti program eksak, bahasa, seni kaligrafi dan hafalan 

alqur’an.  

8. Apa yang dilakukan pesantren dalam meningkatkan kemampuan guru 
dalam pendayagunaan alat dan sumber pendidikan?. 

 
Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam penggunaan alat dan sumber 

daya pendidikan, diadakan work-shop 2 kali dalam satu tahun yang diikuti oleh 

semua guru baik guru yunior maupun senior.  

9. Apa saja jenis sumberdaya pendidikan yang ada di pesantren? Apa sudah 
didokumentasikan?  

 
Jenis Sumber Daya yang ada dipesantren selain sumber daya alam dan 

sumber daya manusia. Dan sudah didokumentasikan. 

10. Apakah sumberdaya pendidikan yang ada telah sesuai dengan kebutuhan 
pesantren?  

 
Sumber daya yang ada masih jauh dari harapan, hanya pesantren berusaha 

memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal, khusus yang berkaitan 

dengan laboratorium bahasa selain LAB yang ada, pesantren juga sangat 

mengoftimalkan  LAB alami yang ada.  

11. Apakah pesantren sudah mengidentifikasi sumberdaya pendidikan baik 
perorangan atau lembaga? 

Pesantren sudah mengidentifikasi sumberdaya pendidikan baik perorangan 

atau lembaga, hal tersebut dapat dilihat dari Data sumber daya manusia dan 
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sumber daya alam, dan hal ini dapat dilihat dari data keadaan guru dan data sarana 

dan prasarana. 

  

B. Jawaban Pimpinan Pesantren tentang    Indikator Implementasi:  
 

1. Apakah kebijakan pemerintah tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat 
telah pesantren dipahami oleh para ustadz di pondok ini?  

 
Kebijakan pemerintah tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat belum 

dipahami secara teori oleh para ustadz di pondok pesantren ini, namun secara 

praktis  sudah dapat dijalanjan secara baik.   

2. (kalau belum), Apakah  ada langkah langkah yang diambil pesantren 
dalam rangka sosialisasi kebijakan pemerintah tersebut?  

 
Untuk memberikan pemahaman kepada para ustadz di pondok pesantren ini, 

diadakan work-shop 2 kali dalam satu tahun.  

3. Menurut bapak, pemerintah telah memberlakukan Standar nasioanal 
pendidikan, Apakah dengan diberlakukan PBM di masyarakat telah sesuai 
dengan prinsip dan kultur pondok? kenapa?  

Diberlakukan PBM di pesantren telah sesuai sesuai dengan prinsip dan kultur 

pondok karena Standar nasioanal pendidikan merupakan suatu kebutuhan 

pesantren yang terkait erat dengan beberapa hal yang ada di pesantren demi  

tercapainya tujuan pendidikan pesantren.   

4. Pelasanakan PBM masih terkait dengan aturan pemerintah berupa Standar 
nasional Pendidikan. Bagaimana pendapat bapak tentang hal tersebut?  

 
Beberapa Standar Nasional merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan 

dengan standar yang ditetapkan pesantren, dan disisi lain standar-standar nasional 

tersebut merupakan kebutuhan yang harus ada di pesantren.   

5. Menurut bapak, apakah Standar nasioanal pendidikan sudah bisa 
terlaksana dengan baik di pondok bapak? Apakah ada  kendalanya? ( 
kalau ada) apa kendalanya?   

 
Standar nasioanal pendidikan sudah bisa terlaksana dengan baik hal ini dapat 

dilihat dari pelaksanaan kurikulum, luas kampus yang dimiliki pesantren dan 

bebrapa program penunjang termasuk juga pemamnfaatan LAB alami. 

Pelaksanaan SNI mempunyai kendala pada terbatasnya waktu yang dimiliki 

pesantren hal ini disebabkan banyaknya muatan kurikulum pesantren, keadaan 
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tersebut menyebabkan terkuranginya waktu untuk beberapa materi pesantren yang 

merupakan tujuan utama pelaksanaan PBM di pesantren.  

6. Bagaimana komitmen pihak pesantren untuk menjalankan Standar 
Nasioanal Pendidikan pada Pendidikan Berbasis Masyarakat?  

 
Komitmen pihak pesantren untuk menjalankan Standar Nasioanal 

Pendidikan pada Pendidikan Berbasis Masyarakat cukup serius karena beberapa 

Standar Nasioanal Pendidikan yang ditetapkan pemerintah merupakan bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dengan kurikulum pesantren.  

7. Bagaimana bentuk Kurikulum yang dilaksanakan dipesantren ini? Apakah 
kurikulum pendidikan nasional sudah dapat berjalan dengan baik atau 
belum?  

 
Kurikulum yang dilaksanakan dipesantren ini adalah merupakan perpaduan 

antara kurikulum Pondok Modern Gontor dengan Kurikulum Pendidikan 

Nasional. Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Nasional sudah berjalan dengan 

baik dan semua materi yang ditetapkan oleh pemerintah sudah diajarkan semua 

hanya masalah waktu/forsi waktunya harus menyesuaikan dengan keadaan 

pesantren.   

8. Menurut bapak, Apakah  jumlah   pengajar (ustadz) sudah memadai secara, 
kualitas dan kuantitas sesuai dengan  aturan pemerintah? (kalau belum) 
kenapa?  
 
Tenaga pengajar (ustadz) masih belum memadai baik secara kualitas  

maupun  kuantitas sesuai dengan  ketentuan yang ditetapkan  pemerintah, lebih 

lebih pada mata pelajaran agama 

9. Apakah sarana dan prasarana pendidikan sudah cukup memadai?  apa saja 
yang  sudah tersedia, dan  apa saja yang belum tersedia?.   

 
Sarana dan prasarana pendidikan sudah cukup memadai walaupun disana 

sini masih ada kekurangan dan perlu penyempurnaan.  

10.  Dengan  banyaknya materi pondok  yang harus diajarkan di pondok 
bapak, apakah pemberlakuan Standar nasioanal pendidikan tidak 
mengganggu proses belajar mengajar atau kegiatan lain? (kalau 
mengganggu) , apa gangguannya?.dan solusi apa yang bapak ambil?.  

 
Pesantren merasakan cukup berat dalam melaksanakan beberapa kreteria 

yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi tuntutan standar 

Nasional, Oleh sebab itu seharusnya pemerintah perlu memberikan kebijakan 
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tersendiri bagi pesantren khususnya lebih lebih yang berkaitan dengan kurikulum, 

karena dampak yang terjadi dari pelaksanaan kurikulum nasional, target 

kurikulum pesantren tidak sesuai dengan harapan.   

11. Apakah  ada pengontrolan dari pihak pimpinan pondok atau kepala  
         sekolah dalam Pelaksanaan PBM?  
 
Pengontrolan dari pihak pimpinan pondok atau kepala sekolah dalam Pelaksanaan 

PBM tetap ada yaitu dilakaksanakan setiap pertemuan kamisan.  

 

12. Apakah terdapat pola-pola hubungan dalam struktur birokrai di podok 
pesanten Nurul Bayan?  

 
Untuk pola-pola hubungan dapat dilihat dari struktur organisasi Pondok Pesantren  

Nurul Bayan..  

13. Bagaimana hubungan antara pimpinan Pesantren, Kepala sekolah dan 
para pengajar? 

Hubungan antara pimpinan Pesantren, Kepala sekolah dan para pengajar  

cukup baik karena pendekatan yang digunakan oleh para pimpinan baik pimpinan 

Pesantren maupun kepala sekolah adalah pendekatan kemanusiaan dan 

pendekatan program, bukan merupakan deligasi atau perintah. 

14. Apakah sudah ada pembagian tugas diantara para pelaksana kebijakan di 
pondok pesantren? Bagaiman bentuk pembagian tugas tersebut?   

 
Sudah ada pembagian tugas diantara para pelaksana kebijakan di pondok 

pesantren, bentuk pembagian tugas tersebut telah diatur sesuai dengan tugas dan 

jabatan masing-masing.  

15. Di pondok Agar kegiatan di pesantren ini berjalan dengan baik, 
diperlukan SOP (Standar Operasional Prosudur). Apakah pihak pesantren 
telah memiliki SOP?. 

 
pesantren ini tidak ada SOP, namun telah ada pembagian tugas pada 

masing-masing bagian.  

16. Apa harapan pesantren dalam rangka pengembangan dan kemjuan 
pendidikan berbasis Masyarakat di pesantren ini?  

 
Agar pendidikan berbasis Masyarakat dapat berjalan baik di pesantren ini, 

Selain usaha-usaha yang dilakukan pesantren, pemerintah perlu memberikan 
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kebijakan tersendiri kepada pesantren khususnya yang berkaitan dengan standar 

nasional pendidikan.  

  
C. Jawaban Pimpinan Pesantren tentang  Sejarah dan perkembangan 

pondok   
 

1. Kapan pondok ini didirikan? siapa pendirinya?  

Pondok ini didirikan pada tanggal 19 November 1991. Para pendirinya 

adalah: H. Abdul Ghofur Rowi, Hj. Mudrikah Salamah dan H. Abdul Karim. 

2. Kenapa Pondok Ini dinamakan Nurul Bayan?  

Dinamakan Nurul Bayan, karena untuk mengenang dan mengambil barokah 

dari nama seorang da’i yang berda’wah dan membawa Islam ke di Bayan kala itu 

bernama Nurul Bayan Al-Anshari. 

3. Tolong bapak ceritakan sejarah berdirinya dan bagaimana 
perkembangannya?  

 
Pondok Pesantren Nurul Bayan berdiri pada tanggal 19 November 1991, 

diatas tanah sewaan seluas 4 are dengan santri pertama hanya 4 orang. 

Alhamdulillah satu tahun kemudian Pondok Pesantren Nurul Bayan sudah 

memiliki lahan sendiri seluas 4 Hektar. dari situlah segalanya dimulai. Pendidikan 

dikemas dengan system mu’alimin dengan masa belajar 6 tahun.  

Pada tahun 1995 didirikanlah Madrasah Tsanawiyah dan pada tahun 1998 

didirikan pula Madrasah Aliyah. Tapi tetap mengutamakan program Mu’allimin.       

Dalam rangka peningkatan dan pemantapan guru-guru, maka pada tahun 2008 

telah berdiri pula Ma’had Aly dengan masa belajar 4 tahun. Dari  tahun ke tahun 

Alhamdulillah respon dan kepercayaan masyarakat terus meningkat. Dengan 

mujahadah dari taufiq Allah SWT. Pada Tahun Pelajaran ini (2011-2012) Pondok 

Pesantren Nurul Bayan sudah berdiri diatas lahan 6,5 Hektar dengan jumlah santri 

328 putra-putri dan jumlah guru 40 orang.   

4. Menurut bapak, apa yang melatar belakangi pendirian pondok ini?, apa 
misi, visi dan tujuannya?  

 
Yang melatar belakangi pendirian pondok ini adalah karena hajat 

masyarakat pada saat itu untuk mendambakan pendidikan pesantren, Disamping  

didorong oleh rasa tanggung jawab terhadap agama, bangsa dan Negara untuk 
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dapat melahirkan kader munzirul qoum dan ummahat sholihah yang mampu 

dalam berbagai lapangan kehidupan.  

Adapun Visinya adalah Menjadikadan Pondok Pesantren Nurul Bayan 

sebagai Tempat Penyemaian Kader Umat yang memiliki Kompetensi dalam 

bidang  ilmu-ilmu ke Islaman, bahasa Al-Qur’an dan ilmu-ilmu social. Sedangkan 

Misinya adalah: Membentuk lembaga-lembaga pendidikan, Memperluas unit-unit 

usaha ekonomi Pondok Pesantren dan Meningkatkan pelayanan umat.    

5. Bagaimana sisitim pembelajaran di pondok ini?  

Pembelajaran di pondok ini menggunakan sisitim klasikal dan dalam 

kurikulumnya memadukan antara kurikulum pesantren (Kurikulum Pondok 

Gontor) dan kurikulum pendidikan nasional.  

6. Metode Pembelajaran apa saja yang digunakan di pondok ini?  

Metode Pembelajaran yang digunakan di pondok ini adalah selain 

menggunakan metode modern, pondok ini juga tetap mempertahankan metode 

pesantren salaf /tradisional seperti wetonan, bandongan atau sorogan. Metode 

tradisional ini tetap dipertahankan dengan maksud untuk mendidik para santri 

tentang keptuhan kepada para kiyai dan pembantu kiyai/Ustadz dan untuk 

menanamkan nilai-nilai kebaikan.  

D.  Jawaban  Ibu H. Mudrikah Salamah tentang Pimpinan Pesantren. 
 
1. Siapa nama bapaknya Abdul Karim ? kalua ibu nama lengkapnya? 

Berapa saudara Abdul Karim? Apa pekerjaan bapak dan ibu pada saat 
itu?  

 
           Nama bapak H. Abdul Ghafur dan saya sendiri Mudrikah salamah. Dia 

bersaudara 7 orang , 4 laki dan 3 perempuan. Bapak pada saat itu berdagang   dan 

mengajar di Pondok Pesantren Darul Qur’an Bengkel kecamatan Labuapi sekitar 

tahun 1955. Tahun 1967  bapak bersama anak-anaknya pindah dari bengkel ke 

Tanjung, membuka toko  dan mendirikan yayasan Sunan Kalijaga  dan malamnya 

berdakwah maklum saat itu masih banyak waktu telu. Saat itu Abdul karim baru 

berusia  4 atau lima hari hari saja.   

2. Dimana Abdul Karim belajar agama pertama kali? Dimana saja bapak 
mengajar pada saat itu?  
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     Pertama kali belajar dari bapaknya sambil sekolah di Madrasah Ibtidaiyah 

Tanjung, setelah itu dikirim ke Gontor dan belajar di pondok embahnya di 

Nganjuk. Terus berangkat belajar ke  Bagdad.  

 

E. Jawaban Direktur TMI  tentang Indikator Implementasi 

1. Apakah kebijakan pemerintah tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat 

telah dipahami oleh para ustadz di pondok pesantren ini?  

Kebijakan Pendidikan Berbasis Masyarakat Belum dipahami oleh semua ustadz   

namun  secara garis besar mereka sudah menjalankan.  

2. (Kalau belum), Apakah ada langkah langkah yang diambil pesantren 
dalam rangka sosialisasi kebijakan pemerintah tersebut?  

 
Langkah yang diambil pesantren dengan mengadakan  work-shop sebanyak 

dua kali dalam setahun yaitu pada awal tahun dan pada pertengahan tahun,  

Untuk Pertemuan Kamisan biasanya membahas beberapa hal diantaranya:   

Laporan pengontrolan kelas, Evaluasi program pendidikan dan pengajaran, 

Naqdul Mudarrisin (Supervisi pelaksanaan pengajaran) bagi guru-guru baru, dan  

Penyampaian informasi tentang program-program pendidikan.  

3. Menurut bapak, pemerintah telah memberlakukan Standar nasioanal   

pendidikan, Apakah dengan diberlakukan Standar nasioanal pendidikan 

telah sesuai dengan prinsip dan kultur pondok? kenapa?  

Diberlakukan PBM di pesantren telah sesuai dengan prinsip dan kultur pondok 

karena Standar nasioanal pendidikan karena pemberlakuan PBM merupakan suatu 

kebutuhan pesantren demi tercapainya tujuan pendidikan. 

4. Pelasanakan PBM masih terkait dengan aturan pemerintah berupa Standar   
nasional Pendidikan. Bagaimana pendapat bapak tentang hal tersebut?  
 

Standar Nasional pendidikan merupakan program dan bagian dari standar 

yang ditetapkan pesantren,     

5. Menurut bapak, apakah Standar nasioanal pendidikan sudah bisa   
terlaksana dengan baik di pondok bapak? Apakah ada  kendalanya? (kalau 
ada) apa kendalanya?   
 

Standar nasioanal pendidikan sudah bisa terlaksana dengan baik. kendala yang 

dihadapi adalah  terbatasnya waktu yang dimiliki pesantren karena banyaknya 

13/40979

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



muatan kurikulum pesantren,  Oleh sebab itu pesantren menjadwalkan waktu pada 

sore dan malam hari  untuk melengkapi kekurangan waktu.    

6. Bagaimana komitmen pihak pesantren untuk menjalankan Standar 
Nasioanal Pendidikan pada Pendidikan berbasis masyarakat?  

Pihak pesantren memiliki komitmen yang serius dalam menjalankan Standar 

Nasioanal Pendidikan  pada Pendidikan Berbasis Masyarakat.    

7. Bagaimana bentuk Kurikulum yang dilaksanakan dipesantren ini? Apakah 
kurikulum pendidikan nasional sudah dapat berjalan dengan baik atau 
belum?   
 

Kurikulum yang dilaksanakan dipesantren ini adalah merupakan perpaduan 

antara kurikulum Pondok Modern Gontor dengan kurikulum pendidikan nasional. 

Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Nasional sudah berjalan dengan baik dan 

semua materi yang ditetapkan oleh pemerintah sudah diajarkan semua hanya 

terkendala pada kurangmya waktu karena materi pesantren cukup banyak. 

8. Menurut bapak, Apakah jumlah pengajar (ustadz) sudah memadai secara 
kualitas dan kuantitas sesuai dengan aturan pemerintah? (kalau belum) 
kenapa?  
 

Tenaga pengajar (ustadz) cukup memadai, walaupun secara formal masih 

banyak guru yang belum sesuai dengan ketentuan pemerintah.    

9. Apakah sarana dan prasarana pendidikan sudah cukup memadai?  apa saja 
yang  sudah tersedia, dan  apa saja yang belum tersedia?.   
 

Sarana dan prasarana pendidikan dipesantren ini sudah kebih dari cukup walaupun 

disana sini masih perlu disempurnakan.  

10. Dengan banyaknya materi pondok yang harus diajarkan di pondok bapak, 
apakah pemberlakuan kurikulum nasioanal tidak mengganggu kegiatan 
lain? (Kalau mengganggu), apa gangguannya? Dan solusi apa yang bapak 
ambil?.  

Pelaksanaan pelaksanaan merugikan pondok, karena dengan diberlakuknnya 

kurikulum nasional waktu untuk pelaksanaan kurikulum pesantren agak sedikit 

tersita. Solusi yang diambil adalah dengan menyiapkan waktu malam untuk 

menambah kekurangan dalam bentuk muwajhah.  

11. Apakah ada pengontrolan dari pihak pimpinan pondok atau kepala  
sekolah dalam Pelaksanaan PBM?  
 

      Pengontrolan dari pihak pimpinan pondok atau kepala sekolah dalam  

Pelaksanaan PBM tetap ada yaitu dilakaksanakan setiap pertemuan kamisan. 
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12. Apakah terdapat pola-pola hubungan dalam struktur birokrai di podok 
pesanten Nurul Bayan?  
 

Pola-pola hubungan dapat dilihat dari struktur organisasi Pondok Pesantren   

Nurul Bayan. 

13. Bagaimana hubungan antara pimpinan Pesantren, Kepala sekolah dan para 
pengajar? 

 
Hubungan antara pimpinan Pesantren, Kepala sekolah dan para pengajar  

cukup baik karena  bekal setiap pelaksana kebijakan dipondok ini didasari atas 

suasana keikhlasan.  

14. Apakah sudah ada pembagian tugas  diantara para pelaksana kebijakan di 
pondok pesantren? Bagaiman bentuk pembagian tugas tersebut?   

 
Sudah ada pembagian tugas diantara para pelaksana kebijakan di pondok 

pesantren, bentuk pembagian tugas tersebut dimana masing-masing bagian 

melaksanakan tugas sesuai dengan bagian masing-masing.  

15. Agar kegiatan di pesantren ini berjalan dengan baik, diperlukan SOP 
(Standar Operasional Prosudur). Apakah pihak pesantren telah memiliki 
SOP? 

 
Belum ada SOP di pondok ini tapi masing-masing bagian sudah mengetahui 

tugas masing-masing.  

16. Apa harapan pesantren dalam rangka pengembangan dan kemjuan 
pendidikan berbasis Masyarakat di pesantren ini?  
 

Pemerintah seharusnya memberikan perhatian kepada pondok dengan 

melengkapi bebrapa kebutuhan pendidikan seperti pergedungan dan tenaga guru. 

 

F. Jawaban   Kepala Mts  tentang Indikator Implementasi:  
 

1. Apakah kebijakan pemerintah tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat 
pesantren telah dipahami oleh para ustadz di pondok ini?  
 

Belum semua ustadz memahami Kebijakan pemerintah tentang Pendidikan 

Berbasis Masyarakat  namun  secara garis besar mereka sudah menjalankan.   

2. (Kalau belum), Apakah ada langkah langkah yang diambil pesantren 
dalam rangka sosialisasi kebijakan pemerintah tersebut?  
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Langkah yang diambil pesantren dengan mengadakan  work-shop pada awal 

tahun dan pada pertengahan tahun, selain itu kesepatan kamisan digunakan untuk 

menyampaikan beberapa agenda termasuk program pendidikan.  

3. Apakah dengan diberlakukan PBM di masyarakat telah sesuai dengan 
prinsip dan kultur pondok? kenapa?  
 

Diberlakukan PBM di pesantren telah sesuai dengan prinsip dan kultur pondok 

karena Standar nasioanal pendidikan karena pemberlakuan PBM merupakan suatu 

kebutuhan pesantren   demi tercapainya tujuan pendidikan. 

4. Pelasanakan PBM masih terkait dengan aturan pemerintah berupa Standar 
nasional Pendidikan. Bagaimana pendapat bapak tentang hal tersebut?  
 

Standar Nasional pendidikan merupakan bagian dari program pendidikan di 

pesantren. karena beberapa standar yang ditentukan pemerintah juga merupakan 

program pesantren.       

5. Menurut bapak, apakah Kurikulum nasioanal sudah bisa terlaksana dengan 
baik di pondok bapak? apakah ada kendalanya? (kalau ada) Apa 
kendalanya?  
 

Standar nasioanal pendidikan sudah bisa terlaksana dengan baik.  kendala 

yang dihadapi adalah terbatasnya waktu yang dimiliki pesantren karena  

banyaknya muatan kurikulum pesantren, sehinga program pesantren tidak sesuai 

dengan harapan.  

6. Bagaimana komitmen pihak pesantren untuk menjalankan Standar 
Nasioanal Pendidikan pada Pendidikan Berbasis Masyarakat?   
 

Komitmen pihak pesantren dalam menjalankan Standar Nasioanal Pendidikan 

di Pondok pesantren cukup serius hal ini bisa dilihat dari  bebrapa tenaga pengajar 

yang mengajar pada  bidang studi umum sudah banyak yang memiliki gelar S 1.  

7. Bagaimana bentuk Kurikulum yang dilaksanakan dipesantren ini? Apakah 
kurikulum pendidikan nasional sudah dapat berjalan dengan baik atau 
belum?  
 

Kurikulum yang dilaksanakan dipesantren ini adalah merupakan perpaduan 

antara kurikulum Pondok Modern Gontor dengan Kurikulum Pendidikan 

Nasional. Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Nasional sudah berjalan dengan 

baik dan semua materi yang ditetapkan oleh pemerintah sudah diajarkan semua 

hanya terkendala pada kurangmya waktu karena materi pesantren cukup banyak. 
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8. Menurut bapak, Apakah  tenaga  pengajar (ustadz) sudah memadai secara 
kualitas dan kuantitas sesuai dengan  aturan pemerintah? (kalau belum) 
kenapa?  
 

Secara kuantitas tenaga pengajar (ustadz) cukup memadai, namun secara 

kualitas belum karena masih banyak guru yang masih berijazah SLTA dan belum 

sesuai dengan ketentuan pemerintah.   

9. Apakah sarana dan prasarana pendidikan sudah cukup memadai?  apa saja 
yang  sudah tersedia, dan  apa saja yang belum tersedia?.   
 

Sarana dan prasarana pendidikan dipesantren ini sudah cukup memadai 

walaupun masih ada beberapa kekurangan seperti ruang kelas yang belum 

permanen.   

10. Dengan banyaknya materi pondok  yang harus diajarkan di pondok bapak, 
apakah pemberlakuan kurikulum nasioanal tidak mengganggu kegiatan 
lain? (kalau mengganggu), apa gangguannya?.dan solusi apa yang bapak 
ambil?. 
  

Pelaksanaan kurikulum nasional tidak merugikan pondok, karena dengan 

diberlakuknnya kurikulum nasional berarti kita mengikuti perkembangan 

khususnya berkaitan dengan bidang sains dan ilmu-ilmu umum.  

11. Apakah  ada pengontrolan dari pihak pimpinan pondok atau kepala sekolah  
dalam Pelaksanaan PBM?  
 

Pengontrolan untuk Pelaksanaan PBM tetap ada yaitu pada setiap kumpul 

kamisan 

12. Apakah sudah ada pembagian tugas diantara para pelaksana kebijakan di 
pondok pesantren? Bagaiman bentuk pembagian tugas tersebut? 
   

Sudah ada pembagian tugas diantara para pelaksana kebijakan di pondok 

pesantren, bentuk pembagian tugas tersebut dengan memberikan tugas dan 

wewenang kepada setiap pelaksana program sesuai dengan bagian masing-

masing.  

13. Apakah terdapat pola-pola hubungan dalam struktur birokrai di podok 
pesanten Nurul Bayan? 
 

Pola-pola hubungan dapat dilihat dari struktur organisasi Pondok Pesantren  

Nurul Bayan. 
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14. Bagaimana hubungan antara pimpinan Pesantren, Kepala sekolah dan para 
pengajar?.  
 

Hubungan antara pimpinan Pesantren, Kepala sekolah dan para pengajar 

cukup baik semua pekerjaan dilandasi dengan suasana keikhlasan dan rasa 

pengabdian kepada agama. Agar kegiatan di pesantren ini berjalan dengan baik, 

diperlukan SOP (Standar Operasional Prosudur). Apakah pihak pesantren telah 

memiliki SOP? Belum  tersedia SOP di Pondok Ini, namun masing-masing bagian 

telah menjalankan tugas sesuai dengan tugas yang di amanatkan pimpinan.  

15. Apa harapan pesantren dalam rangka pengembangan dan kemjuan 
pendidikan berbasis Masyarakat di pesantren ini?   
 

Agar pemerintah dapat memberikan bantuan berupa tenaga guru dan 

kelengkapan sarana dan prasarana. 
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Lampiran 4:  

Susunan formasi Pengurus Pondok Pesantren anurul Bayan. 

Pimpinan   : KH.Abdul Karim Abdul Ghofur 
Skretaris   : Ust.Aki Mawardi 
      Idham Khalid 
      Ust.Zanul Majdi  
Tata Usaha   : Ust.Wawan Guna Irawan 
Pengajaran   : Ust.Baharudin 
      Ust.Izat Ibrohim 
      Ust.Iswandi 
      Ust.Gontor 
Kepala MTs.   : Ust.Baharudin, A.Ma 
Kepala MA   : Ust.Abdul Malik, S.Sos 
MPO Putra   : Ust. Pardi Musleh  
      Ust.Ahmad Turmuzi 
      Ust.Al-Amien 
MPO Putri   : Usth.Amalia Hifziah 
      Usth.D.Febria Mustika 
Pramuka   : Ust. Fikri Hadi 
       Ust.Gontor 
P3SP    : Ust.Satriadi 
      Ust.Muniri Abbas 
Koperasi   : Usth. Nurul Walidaen 
Koperasi Putri   : Usth.Nurul Hasanah 
Peternakan & Penghijauan : Ust.Saeful Bahri  
Perkebunan & Pertanian : Ust.Artadi 
IKMAL   : Ust.Purniadi 
      Ust.Hasyim 
Kesejahteraan Dapur  : Ust.Ahmad Mustahik 
Kesejahteraan Kesehatan : Ust.R.Jasmawadi 
      Usth.Jumiaturrodiah 
Konveksi   : Ibu Jefri 
Konveksi   : Usth.Siti Mukinah 
Tata Boga   : Ibu Srimulyani 
      Usth. Nurul Isnaeni 
Kerajinan Tangan  : Usth.Triwiyanto 
      Ust.Fahrurrozi 
Pelayanan Masyarakat : Ust.H.L.Hendri Lc 
      Ust. Agus Salim 
      Ust.Solehuddin 
Publikasi & Media  : Ust.Edi Swarno 

  Ust.Zaenul Arifin.    
Sumber:  Dokumentasi Pondok Pesantren anurul Bayan  
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Lampiran 5.  

Tabel 4.6 Keadaan Fasilitas yang dimiliki Pondok Pesantren Nurul Bayan 

No Jenis Fasilitas  Jumlah Lokal/buah Keterangan 
1 Ruang kelas   

 
7 Lokal  
 

 

2 Ruang Audutorium   
 

1 Lokal  
 

 

3 Ruang kelas   
 

7 Lokal  
 

 

4 Ruang Audutorium   
 

1 Lokal  
 

 

5 Ruang Perpustakaan   
 

2 Lokal 
 

 

6 Ruang Lab bahasa  
 

1 Lokal 
 

 

7 Ruang pimpinan   
 

1 Lokal 
 

 

8 Ruang Guru   
 

1 Lokal 
 

 

9 Ruang kepala sekolah   
 

1 Lokal 
 

 

10 Ruang ibadah    
 

2 buah  
 

 

11 jamban (toilet/kamar 
mandi)   

15 Lokal 
 

 

12 Gudang    1 buah  
 

 

13 Ruang Osis  
 

2 Lokal 
 

 

14 ruang konseling    
 

1 Lokal 
 

 

15 ruang Keterampilan   
 

3 Lokal 
 

 

16 Asrama Guru    
 

4 Lokal 
 

 

17 asrama santriwati   
 

4 Lokal 
 

 

18 Ruang dapur   
 

1 Lokal   
 

 

19 ruang makan   
 

2 Lokal  
 

 

20 Lapangan  sepak bola 1 buah 
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Lampiran 6 

Tabel  4.7: Komponen Mata Pelajaran di PP Nurul Bayan 

No Komponen Mata pelajaran Nama Mata pelajaran 
1 Mata pelajaran Agama dan 

Kepesantrenan 
1. Alqur’an dan Ilmu Tajwid 
2. Hadits 
3. Tauhid   
4. Fikih dan Usul fikih 
5. SKI               
6. Mutalaah 
7. Arabiyah dan Insya’ 

8. Nahwu 
9. Sorof  
10. Balagoh 
11. Muhadasah 
12. Mahfuzot 
13. Imla 
14. Khot  Arobi  
15. Ilmu Tarbiyah   
16. Kepesantrenan 

2 Mata Pelajaran Umum 17. English Lesson  
18. Wise Word  
19. English Grammar 
20. Composation 
21. Matematika 
22. Fisika  
23. Biologi  
24. Sejarah  
25. PPKN  
26. Antropologi  
27. Bahasa Indonesia  

Sumber: Data hasil survey 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/40979

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



Lampiran 7:  

Tabel 4.11 Prasarana Pergedungan di  Pondok Pesantren Nurul Bayan  

No Jenis Fasilitas  Jumlah Lokal/buah Keterangan 
1 Ruang kelas   

 
7 Lokal  
 

 

2 Ruang Audutorium   
 

1 Lokal  
 

 

3 Ruang Perpustakaan   
 

2 Lokal 
 

 

4 Ruang Lab bahasa  
 

1 Lokal 
 

 

5 Ruang pimpinan   
 

1 Lokal 
 

 

6 Ruang Guru   
 

1 Lokal 
 

 

7 Ruang kepala sekolah   
 

1 Lokal 
 

 

8 Ruang ibadah    
 

2 buah  
 

 

9 Asrama Guru    
 

4 Lokal 
 

 

10 asrama santriwati   
 

4 Lokal 
 

 

11 Ruang Osis  
 

2 Lokal 
 

 

12 ruang konseling    
 

1 Lokal 
 

 

13 Ruang dapur   
 

1 Lokal   
 

 

14 ruang makan   
 

2 Lokal  
 

 

15 ruang Keterampilan   
 

3 Lokal 
 

 

16 jamban (toilet/kamar 
mandi)   

15 Lokal 
 

 

Data hasil Survey  
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